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Ringkasan
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Hasil-hasit studi terdahulu menunjukkan pemilihan kepala desa
dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan proses demckrasi, hal ini
dityjukkan pada peran calon kKepaia desa dan masyarakat desa diberikan
kebebasan. Jika melihat hasil pemilihan ditempat-tempat lain pada
masyarakat lokal, proses pemilhan dilaksanakan oleh masyarakat desa
menunjukkan adanya tidak terlaksanaya proses demokrasi, Qieh karena
terjadi groses hegemoni negara. Hal inilah yang mendasari penelitian,

Peneglitian ini dilaksanakan di desa Kumelembuai, Kecamatan Motaling,
Daerah Tingkat Hl Kabupaten Minahasa. Dipilih desa Kumelembuai ini karena
sangat relevan dengan masalah dan tujuan penelitian. Metcde yang
digunakan adalah metode kualitatif. Sumber data terutama diperoleh dari
informan/subyek, dengan metode "Snow ball.” Sefain itu data juga diperoleh
dari dokumentasi.

Penelitian ini hendak mendiskripsikan pelaksanaan pemilihan kepala
desa tidak terlaksananya demckrasi, serta mendiskripsikan bagaimana
hegemoni negara terjadi dalam proses pemilihan kepala desa.

Permasalahan djeiaskan dengan teori negara yang melhat negara
sebagai kekuatan mandiri oleh Arief Budiman dan Alfrid Stepan disebut teori
statis organis.

Hasii penelitian yang teiah dilakukan menunjukkan bahwa yang
menyebabkan tidak terlaksananya proses demokrasi, sebagaimana yang
dikehandaki masyarakat desa untuk bebas memil, namun karena
campurtangan negara (hegemoniy dalam proses pelaksanaan pemiiihan
kepala desa menjadi dominan dan ditentukan. Dengan demikian hak
kebebasan warga desa untuk memili kepala desa terabaikan.

VIl
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BAB |

PENDAHULUAN

FPada bab ini akan disajikan empat hal vyaitu latar belakang
masalah, permasalahan penelitian, tujuan penelitan dan  manfaat

peniitian.

Latar Belakang Masalah

Fenomena Pembangunan di pedesaan  yang dilaksanakan
dewasa ini dari beberapa sisi menarik perhatian untuk dikaji. Kajian
tersebut diarahkan pada kondisi dan proses aktivitas kepala desa baik
sebagai ujung tombak pemerintah maupun sebagai wakil masyarakat
dalam implementasi pembangunan di desa.

Proses yang dimaksud adalah pelaksanaan pemilihan kepala
desa yang merupakan Kkegiatan-kegiatan yang menyangkut proses
penenttuan untuk menduduki suatu jabatan Hal ini dilakukan menurut
aluran-aturan yang telah ditetapkan dan yang telah diterima oleh orang
banyak dari suatd kngkungan politik tertentu. Untuk itu dalam proses
pelaksanaan pemilihan kepala desa. para calon bersedia memenuhi
berbagal persyaratan antara lain biaya untuk keperluan administrasi
Ilkarena sebagai prasyarat dalam proses pemilihan calon kepala desa,

- sesuai dengan aturan yang ditetapkan cleh pemerintah.

MITIK ]

PERPUSTAKAAN '

DNIVERS[TAS AIRLANGGA i
SLUL-ABAYA
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Proses pemilihan kepala desa yang dimaksud, diawali dengan
pembentukan panitia pemilihan sebagai hasil rapat lembaga musyawarah
desa. Tugas-tugas dan kewajiban pantia pemilihan kepala desa sebalgai
berikut : a mengadakan pendaftaran pemilihan, b. memeriksa dan
mengesahkan daftar pemilih, .c menerima dan meneliti syarat-syarat calon
kepala desa serta melaksanakan ujian penyaringan calon, d. menetapkan
calon-calon kepala desa, e. menyiapkan perencanaan biaya pemilihan, f
menyiapkan kartu suara ataul sejenisnya sesuai dengan daftar pemiiih
yang telah disahkan, g menetapkan tempat dan waktu pelaksanaan
pemungutan suara pemilihan kepala desa, h. memberikan daftar jumlah
pemilihan yang sudah disahkan masing-masing calon, i. mengumumkan di
papan pengumuman yang terbuka nama-nama calon dan nama-nama
penduduk yang berhak memilih sesual dafiar yang telah disabkan, |
mengadakan persiapan-persiapan untuk menjamin supaya pemilihan
berjalan dengan tertib, lancar dan baik, k. melaksanakan pemungut.an
suara, |. membuat berita acara pemilihan, m. memberikén laporan secara
tertulis mengenai pelaksanaan pemilihan kepada Bupati / Walikotamadya
Tingkat Il termasuk laporan pertanggung jawaban keuangan.'

Penilaian masyarakat desa tentang calon kepala desa harus
mempunyai kemampuan, berwibawa, trampil serta memperhatikan aspirasi

masyarakal dan hak-hak adat. Sebagai calon yang mengajukan diri

" Bayu Survaningsi. Deser oo Kelurahar Menurur 07 N0C 5 1979 (Jakaria: 1980),h 60
fihat Peraturan Mentri dalam Negert no,6 Tahun 1981 Tentang Tata Cara Pemilihan,
Pengesalan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa

Tesis Sistem Pemilihan Kepala ... Maxi Ventje Keintjiem



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

fad

tentulah harus Pancasilais yang mempunyai dedikasi yang penuh terhadap
amanat penderitaan rakyat.?

Faktor-faktor diatas sebagai syarat bagi calon kepala desa untuk
dapat ikut dalam proses pemilihan kepala desa. Proses pelaksanaan
pemilihan kepala desa yang dapat dipiih, haruslah ditentukan oleh
masyarakat desa yang mempunyai hak pilih, berdasarkan musyawarah,
dilakukan secara langsung, umum, bebas dan rahasia.’

Memahami proses pemiihan kepala desa sesuat dengan
persyaraltan yang ditentukén oleh peraturan pemerintah, maka selain itu
bagi calon kepala desa harus ditentukan juga oleh proses pemilihan
kepala desa yang ditentukan oleh masyarakat desa itu sendiri
bergasarkan otonomi desa, demokrasi, melibatkan keberadaan budaya.
struktur serta adat istiadat masyarakat desa itu sendiri.

Namun dalam proses pemilihan kepala desa vyang terjadi,
ternyata bukanlah sesual dengan kemandirian dan aspirasi masyarakat
desa, melainkan menimbulkan fenomena sosial yang terjadi seperti
konfiik antar pendukung calon, adanya calon ttipan, terganggunya
hubungan kekerabatan, munculnya apatisme dan kelompok masyarakat
yang calonnya kalah dalam pemilihan kepala desa.

Salah satu contoh pelaksanaan pemilthan kepala desa yang
terjadi di Desa Kumelembuai, dimana dalam proses pemilihan teradi

berbagal upaya yang dilakukan oleh aparat atasan yang turut campur

“lelem il
1
flem b R2
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tangan dalam proses pemiliha-n antara lain, mereka mengantar orang tua
masuk ke dalam ruang pencoblo_;san suara, yang sebenarnya aparat
tersebut tidak boleh masuk ke dalam ruangan karena akan mempengaruhi
peserta pemilih, juga ada kotak suara yang dianggap tidak sah dan jugla
muncul ungkapan-ungkapan yang menjelaskan pribadi calon tandingan,
dan membenarkan calon yang akan diunggulkan aparat atasan, sehingga
hak dan keberadaan masyarakat uniuk menentukan pilihan mereka akan
diabaikan yang tidak sesuai budaya demokrasi yang selama ini dilakukan
dan dipertahankan oleh masyarakat desa.

Hal vyang dikemukakan diatas merupakan bentuk proses
pemilihan yang kurang demokrasi. Hal ini ditandai dengan adanya
kesenjangan di dalam persepsi dan penilaian mengenai perwujudan
demokrasi itu sendiri antara masyarakat desa dan pemerintah. Dalam hal
ini pihak masyarakal desa mengenal kualitas kepemimpinannya dan
reputasi para calon kepala desa ingin mereka piiih dengan segala harapan
kepada calon vyang mereka pilih kelak memperhatikan dan
ﬁemperjuangkan kepentingan masyarakat desa, dengan sendirinya
masyarakat desa berpartisipasi aklif dalam proses pelaksanaan
pembangunan secara menyeluruh,

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan pada khususnya
pembangunan politik dalam hal ini proses pemilihan kepala desa
diperiukan masyarakat yang berbudaya, dalam arti peran aktif masyarakat

memberikan partisipasi  politiknya. Pembangunan ini  akan dilihat
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bagaimana pengaruh yang ditimbuikan oleh peran politik suatu masyarakat
merupakan distribusi dari orientasi khusus menuju tujuan politik. Oleh
karena itu dengan konsep budaya masyarakat desa yang selama ini
mengakar pada masyarakat desa bermanfaat dalam kerangka keria
konseptual dan pendekatan sosiologis.

Salah satu segi yang menjadi permasalahan umum berkaitan
dengan masalah pembangunan desa adalah kelembagaan dan
pemerintahan desa vyang belum berfungsi sebagaimana mestinya.
(Temimpin desa atau kepala desa dalam pembangunan menyangkut dan
tujuan dari pembangunan dapat tercapai. Pemimpin itu tidak ditentukan
pada pengertian memimpin dan menguasal orang lain karena kedudukan
dan jabatan, tetapi pemimpin dalam arli luas yang berhubungan dengan
interaksi kelompok dan dapat bekerja sama guna mencapai tujuan
pembangunan. Oleh karena itu perwujudan demokratisasi sangat
menentukan bagi terpitinnya kepala desa.

Berbagai studi yang ditakukan sehubungan dengan pemilihan
kepala desa dan kepemimpinan kepala desa dalam hal ini:

Usman Melaju,* membahas eksistensi Kepala Desa dalam setting
masyarakat indonesia yang sedang berubah saat ini. Menurut penulis,
seorang kepala desa memiliki tanggung jawab yang sulit dan dilematis.
Pertama, ia seorang pemimpin yang terikat pada berbagai pola tradisionai

masyarakatnya. Kedua, 1a merupakan wakil dari pemerintah pusat yang

* Usman Melajie " Dilema Pemtilhan Kepata Desa. Hipotesa, No 4, 1994
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berkewajiban mereatlisasikan program-program pembangunan nasional.
Posisi dilematis tersebut acap kali menimbulkan berbagai masalah dalam
proses pemilihan kepala desa seperti yang sering terjadi akhir-akhir ini.
Calon tunggal ini disebabkan calon lain gugur dalam persyaratan pemilthan
kepala desa. Namun diluar dugaan, calon tunggal ini dikalahkan oleh kursi
kosong. Ini terjadi di desa Tirtasari Cikampek, di desa Ciawi Bogor.
Kesimpulan akhir adalah penduduk desa bukanlah penduduk yang statis
yang hanya dapat bersikap pasrah terhadap hal-hal yang sebenarnya
menganggu kepentingan mereka, kehidupan mereka merupakan suatu
dinamika yang terus bergerak dan tanggap terhadap perkembangan di luar
desanya., Terutama dinamika warga desa bergerak terhadap kekuasaan
yang memasuki kehidupan mereka. Kekuasaan yang .bermaksud untuk
meningkatkan taraf hidup mereka, namun belum cukup mengakomodasi
kepentingan mereka.

Sumarsono,dkk,5 dalam penelitian tentang Kepemimpinan Kepala
Desa di Desa Puyon Kidui Kabupaten Malang. Dari calon-calon yang
diajukan panitia proses pemilihan kepala desa kepada panitia selaksi
bakal calon diantaranya ada wanita. Semuanya bakal .calon dinyatakan
lulus dalam seleksi. Untuk terpilihnya menjadi kepala desa, setiap calon
berupaya untuk berbagai cara yang ditempuh terhadap masyarakat desa,
antara lain mendekati para pamong desa, mendekati para jemaah tahlil

dan mempengaruhinya, membua!l kader yang bertugas mempengaruhi

* Sumarsono, Cairul S, dan Bambang H,"Kepemimpinan Kepala Desa Wanita Dalam
Pembangunan Uesa, ™ furnial Pevclitian Hmu-Himu Sosial Vol 10 Ne 2, Agustus 1998

Tesis Sistem Pemilihan Kepala ... Maxi Ventje Keintjiem



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

pemilih, mengkampanyekan kebaikan, berbuat bak kepada masyarakat.
Strategi- pemenangan pemilihan kepala desa dan akhirnya calon wanita
terpili menjadi kepala desa. Penelitian ini menghasilkan juga proposisi; a)
munculnyé pemimpin wanita di desa karena kemauan dan kemampuan
wanita itu $endiri seria mendapat dukungan dari masyarakat. b) terpilihnya
pemimpin wanita (kades) di desa karena tuntutan situasi masyarakat/ desa
dan wanita mempunyai kelebihan berupa kesabaran c¢) kepemimpinan
wanita (kades) mengutamakan demokratis.

Arie Pangaila,'3 dalam penelitiannya tentang Pemilihan Kepala
Desa: studi kasus di desa Langowan, Kecamatan Langowan Kabupaten
Minahasa, menunjukkan bahwa, reaksi yang muncul dalam kasus
pemilihan kepala desa merupakan peningkatan pertisipast politik dan
p:oses demokrasi masyarakat desa Langowan serta peningkatan
kesadaran politik masyarakat, meskipun calon yang maju semuanya
berasal dari kader golkar, tetapi masyarakat pemilih berdasarkan tiga
kekuatan sosial politik yang ada di desa Langowan, perubahan politik yang
ada sangat terasa perubahan. Hal ini terjadi dari proses pemilihan kepala
desa dengan kemandirian dan kebebasan masyarakat menentukan pilihan

mereka, dengan sendirinya perwujudan proses demokrosi terjadi dalam

proses pemilthan kepala desa di desa Langowan.

* Aric O.D.Pangaita “Pemilihan Kepala Desa: Studi Kasus di Desa Langowan Kecamatan
langowan Kabupaten Minahasa, " ol Sam Ratulangt Unsversiv. Vol XVIL Ne o
Oktober1997
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Nurtjahjo LA, dalam penelitian tentang Pemilihan Kepala Desa di
Pangintungan, Kecamatan Panginiungan Kabupaten Kebumen Jawa
Tengah. Dalam Kartodirjo S feditor), Pesta Demokrasi Pedesaan, Studi
Kasus Pemilhan Kepala Desa. F?kus penelitian mereka menekankan
kajiannya pada pemilihan kepala desa, khususnya pada persiapan
pemilihan, pengumuman kelulusan bakal calon kepala desa, suasana
kampanye dan saat pemilihan kepala desa. Hasil kajian adalah pemilihan
kepala desa sebagaf perwujudan demokrasi paling asli di Indonesia telah
menampilkan wajah asli masyarakat pada saat ini. Perolehan suara yang
mencerminkan kualitas para pemili terhadap calon memberikan petunjuk
bahwa massa juga menghendaki basis ekonomi pimpinanya yang kuat
sehingga tidak menekan rakyat dalam menjalankan tugasnya.

Ugrasena Pranidhana,® Pemerintah Desa dan Otonomi Daeran :
langkah Awal Kepada Kearifan Tradisional. Inti penelitian adalah
menekankan pada perbedaan -kebijakan pemerintah dengan aturan hak-
hak adat masyarakat terhadap kepemimpinan di desa. Hasil penelitian
pada orang Buru di pulau Buru dan orang Huauluh di pulau Seram.
menemukan adanya benturan antara kebijakan pemerintah dengan kondisi
édat. Dari kedua lokasi penelitian tersebut didapatkan bahwa perubahan
struktur dan pola kepemimpinan masyarakat adat berubah. Undang-

undang yang ditetapkan pemerintah menyebabkan fungsi Raja dan kepala

" Andry Nurtjahya L, Pesta Demokrasi di Pedesaan: Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa
di Jawa Tengal“delam Sartenno Kartodirdio (ed) Y ogvakarta: Adityva Media, {992),h 350
* tgrasena Pranidhna,"Pemerintahan Desa dan Otonomi Daerah: Langka Awal Kepada
Kearifan Tradisional " Anafisis CSI8 Tahun XXV, No 6. November-Desember 1995,
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adat di lokasi penelitian terjad ketidak cocokan dengan aturan-aturan adat
dan aturan pemerintah, sehingga persepsi masyarakat menjadi apatis dan
reaktif terhadap kebjakan negara.

Uraian di atas memaparkan tentang proses pemilinan kepala
desa yang hanya melihat bagaimana si calon pilihan kepala desa itu dapat
dan dipilih sesuai dengan prosedur yang berlaku sesuai aturan
pemerintah.

Penglitian yang akan kami lakukan juga berkaitan dengan proses
pemilihan kepala desa. Namun pemilihan kepala desa lebih dititik beratkan
pada proses pemilihan yéng kurang demokrasi dikarenakan adanya
hegemoni negara yang terjadi. Mengingat penentuan Kepala Desa sangat
ditentukan oleh masyarakat desa tersebut, karena untuk kesinambungan
pembangunan secara umum (zjan lebih khusus sejauh mana peran-peran
masyarakat desa berperan dan menentukan kepala desa secara ideal dan
demokratis, sehingga menimbulkan keterikatan yang harmonis diantara
kepala desa dengan masyarakatnya. Penelitian terdahulu yang
menyangkut masalah proses pemilihan kepala desa yang kurang
demokratis dikarenakan adanya hegemoni negara sejauh ini belum kami
jumpai dalam hasil-hasil penelitian. Untuk itu hegemoni negara dalam
proses pemilihan kepala desa sangat menarik untuk diteliti khusus di

Minahasa.
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Rumusan Masalah

Proses pelaksanaan pemilihan kepala desa dimana panitia
fungsinya memutuskan lulus tidaknya seorang caion yang sering
menimbulkan persepsi yang berbeda, bahkan saling bertentangan antara
masyarakat desa sebagai pemilih,j'di satu pihak dan aparat pemerintah di
lain pihak. Dikalangan pemerintah ujian digunakan dalam rangka unfuk
mengemukakan Pancasila sebagai alat ukur, pihak politisi praktis
menginginkan untuk memilih kader politik yang tampil, berdimensi dan
loyal terhadap segala kebijakan pemerintah. Mekanisme yang ditentukan
vieh pemerintah dianggap masih kabur kriterianya, karena dianggap ikut
campur tangan ferlalu dalam dan tempat manipulasi politik atau
perekayasaan politik pemerintah dalam menentukan siapa yang pantas
memimpin masyarakat desa.

Berdasarkan kenyatazn diatas, maka pelaksanaan pemilihan
kepala desa menunjukkan aspek politik yang dapat ditemui, berkenaan
dengan adanya pergeseran nilai (value) atas kekuasaan kepala desa
terutama dalam hal massa jabatan, peran, mekanisme pemilihan dan
fungsinya.

Berdasarkan pada fencmena yang ada maka permasalahan
dalam penelitian ini dapat dirumuskan :

1. Bagaimana hegemoni negara berlangsung dalam proses

pemilihan kepala desa 7
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2. Mengapa hegemoni negara terjadi dalam proses pemilihan kepala

desa ?

Tujuan Penelitian
Sejalan dengan permasalahan yang diajukan diatas maka tujuan
dan kegunaan penelitian adalah :
1. Untuk mendapatkan pengetahuan deskriptif mengenai proses
hegemoni negara dalam pemilihan kepala desa.
2. Untuk mendapatkan pengetahuan deskriptif mengapa hegemoni negara
terjadi dalam proses pemilihan kepzala desa
3. Untuk mendapatkan pengetahuan deskriptif mengenai kepatuhan
masyarakat dalam pemiiihan kepala desa.
4. Untuk mendapatkan pegetahuan deskriptif mengenai proses pemilihan
kepala desa didasarkan pada budaya dan struktur masyarakat

setempat.

Manfaat Penelitian
1.I Sebagai kontribusi teoritik kepada ilmu-ilmu sosial khususnya dalam
pengembangan tecri, sosiologi politik. Dalam kaitannya dengan kajian
masalah-masaiah proses demokrasi, secara khusus yang
berhubungan dengan proses pemilikan kepala desa terutama mengkaji
lintas budaya yang ada dan selama ini dipertahankan masyarakat

desa. Terutama adanya pengaruh globalisasi yang demikian pesatnya

Tesis Sistem Pemilihan Kepala ... Maxi Ventje Keintjiem



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

dalam masyarakat yang hampir-hampir tidak dapat diwuwudkan oleh
karena tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Sebagal sumbangan pemikiran kepada pengeiola dan berwajib agar
dalam penentuan calon kepala desa sangatiah dientukan ocieh
masyarakat desa yang bersangkutan.

3. Sebagai bahan pertimbangan bagi penelti selanjutnya yang mempunyai
minat dalam bidang ini, apabila ada hail-hal yang tidak dapat
dikemukakan atau dijangkau dalam penelitian ini karena keterbatasan

yang dimiliki.

MITIK
PERPUSTAKAAN
| UNTVERSITAS AIRLANGGA
' SsUsABAYA

—————
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Bab 2
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BAB NI

KERANGKA TEORITIK

Kerangka teoritik ini digunakan sebagai acuan untuk mendekati dan
menganalisis topik peneltian. Untuk itu dalam bagian ini  akan
dikemukakan beberapa teon dan kerangka konseptual yang menurut

hemat penulis relevan untuk memahami topik penelitian.

Pendekatan Teori Negara

Konsep mengenal negara menunjukkan betapa banyak ragam
pandangan untuk memahami gejaia negara dalam masyarakat. Dalam hal
ini saya memaparkan pendapat yang dikemukakan oleh Budiardjo,9
Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai
kekuasaan tertinggi yang sah dan yang ditaati oleh masyarakat. Roger,
Negara :adalah alat {(agency) atau wewenang (authority) yang mengatur
atau . mengendalikan persozlan-persoalan bersama, atas nama
masyarakat.'®
Christine, Negara merupakan keseluruhan aktivitas praktis dan teoritis
yang k;ompleks yang dengannya kelas penguasa tidak sajak

membenarkan dan mengatur dominasinya, tetapi juga berusaha

1

memenangkan persetujuan aktif dar mereka yang ia kuasai. Negara

? Mariam Budiardjo. Dasar-Dasar Himu Politk, (Jakarta. Gramedia, 1996), h. 9.

dem. h. 39.
"' Christine Buci-Cluksmenn, Gramsci and the State. Fernbach, (London’ Laurence and

Wishart . 1988). h. 93
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memiliki kapasitas untuk membentuk dan mengontrol kehidupan individu
dengan cara yang tidak biasa dilakukan oleh lembaga-lembaga fain. Oleh
karena itu, negara menstrukturisasi hampir_ semua fenomena dalam
masyarakat.'> Negara secara subjektif atau dalam peringkat analisis
individu, yaitu para individu-individu para pejabat pemenntah yang
menduduki posisi dan memiliki kewenangan membuat kebijakan senairi
dan bertindak atas pilihan itu."

Secara umum dapat disimpuikan bahwa unsur negara yang paling
penting dan sekaligus membedakan dengan perkumpulan manapun
adalah luas kekuasaan dan besar kedaulatan, serta hak istimewanya
dalam memaksa masing-masing perkumpulan untuk tunduk kepadanya,
sehingga negara memiliki kekuasaan hegemonik. Inti negara adalah
terletak pada monopoli, kekuasaan yang bersifat paksaan (coersif). 1

Dalam pandangan Gramsci, negara merupakan sebuah instrumen
terpenting bagi ekspansi kékuatan kelas yang dominan dan sebuah
kekuatan koersif yang membuat kelompok subordinat tetap lemah dan
tidak terorganisasi sehingga kelas penguasa tetap dapat mémpertahankan
kekuasaannya. Gramsci mengatakan bahwa negara merupakan sejumiah
ak'liﬁtas praktek dan teori yang kompleks, dimana klas yang berkuasa

tidak hanya membenarkan dan "‘mempertahankan dominasi, tetapi

"2 Neera Chandhoke, Beaturan Negara dan Masvarakas Sipif, (Tetiemahan) (Y ogyakarta’
-Wacana, 1995} h. 61

" Ramlan Surhakti, “Perspektif Kelembagaan Baru Menygenai Hubungan Negarn Dengan
Masyarakat.” .furnal Hmu Polittk, No. 14, (Jakarta: Gramedia, [993), h. 6.

'* Rusti Karim, “Evolusi Perkembangan Peranan Negara ™ Anafisis CSIS, Tahun XXIV,
Na. 2, Maret-April 1995 h. 92
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mengaturnya untuk memenangkan pemaksaan aktif terhadap kekuatan
diluarnya.15 Untuk tujuan itu, negara sering menémpuh dua cara. yaitu
dominasi atau penindasan dan kepemimpinan intelektual dan morai. Tipe
kepemimpinan yang kedua inilah yang disebut hegemoni.'® Kepemimpinan
moral dan filosofis, demikian Bocock menyebutkannya, merupakan
kepemimpinan yang dicapai melalui persetujuan akiif dari koiompok-
kelompok utama dalam masyarakat, yaitu persetujuan yang didasarkan
pada adanya pandangan bahwa posisi dominan yang sah.'” Lebin lanjut
gramsci mfgnggunakan istilah ‘negara’ dalam arti umum dan ‘negara’ dalam
arti kekuasaan. Apa yang ingin dikatakannya adalah bahwa hubungan
sosial dari masyarakat sipil adaiah hubungan kekuasaan sebagaimana
halnya dengan hubungan Kkoersif negara (meskipun dengan cara yang
berbeda). Kelas hegemonik ini menjalankan kekuasaan terhadap kelas-
kelas dibawahnya disamping kekuasaan negara yang menjalankan
dominasinya dalan negara. kekuasaan itu tersebar dalam masyarakat sipil
dan menjelma dalam aparat koersif negara.’®

Negara dianggap sebaga! lembaga yang memiliki kekuasaan yang
sgngat besar didalam sebuah masyarakat. la dapat memaksakan

kehendaknya kepada warga atau kelompok yang ada didalam masyarakat.

" Nezar Patria dan Andi Arief, Aniotio Gramsci: Nesara dan Hegemoni, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 199} k|

' Ileru Hendarte. “Mengenal Konsep Hegemoni Gramsui,”™ dalam {iskursis
Kemasvaraketan dar Kemensigan, (Jakanta Gramedia, 1993y b 74,
“ldent. h 81

¥ Roger Simon. Gogasan-Gagasan Politik Gramset, (Yogsvakarta Pusiaka Pelajar,
1999).y 109-110.
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bahkan memiliki keabsahan untuk menggunakan kekerasan fisik dalam
" memaksakan  kepatuhan masyafakat terhadap perintah  vyang
dikeluarkannya. Kekuasaan yang sangat besar diperoleh karena ia
merupakan lembaga yang mewakili kepentingan umum sehingga dapat
memaksakan kehendaknya melawan kepentingan-kepentingan pribadi
atau kelompok di masyarakat yang lebih kecil jumlahrn,ra.'9 Karena itulah,
negara dipandang sebagai 'organisasi yang unik. la berada didalam
sekaligus di atas masyarakat Ilicarena ia sebagai instrumen kualisi
masyarakat yang memiliki otonom. la memonopoli kewenangan paksaan,
tetapi tetap mendapat Iegitin_asi dari masyarakat karena klaimnya yang
mewakili kepentingan umum.*®

Dalam kaitannya dengan posisi negara dalam masyarakat sipil,
Arief Budiman menggolongkan bentuk negara atas dasar kriteria
kemandirian dan kenetralannya.?' Dengan kemandirian dimaksud inisiatif
yang diambil negara secara sepihak untuk menentukan kebijakan-
kebijakannya. Sedangkan kenetralan negara mengarah kepada
kebjaksanaan-kebijaksanaan yang dijalankannya bersifat melayani
kepentingan umum, bukan kepentingan kelompok. Ukuran yang dipakai
untuk melihat kenetralan suatu negara, yakni proses pengambilan

keputusan apakah dijalankan secara demokratis atau tidak. Pengambilan

keputusan yang melibatkan berbagai kelompok didalam masyarakat yang

" Ariet Budiman, Teori Negara: Newara, Kekiasaan dui fdeologi. (Jakarta- Gramedia,
£997), h. 3 '
* Ramlan Surbakii, “Perspektif Kelembagaan Baru .. " h. 7-8.

2 Arief Budiman, Teori . h. 19-20.
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lebih memungkinkan terjadinya kebaikan yang melayani kepentingan
umum dan sebaliknya. Berdasarkan kriteria ini terdapat tiga kelompok teori
tentang negara,22 yaitu: Pertama, teori instrumental dari negara, menurut
teori ini negara adaiah alat (instrumen) dari negara, dimana negara hanya
dianggap sebagai alat dari kelas yang berkuasa. Teori ini dianut oleh
kaum pluralis dan kaum marxis kiasik. Kaum pluralis beranggapan bahwa
kegara hanyalah sekedar alat yang bisa dipakai oieh aktor-aktot politik
melalui proses politik yang bersaing. Kebijakan negara hanya merupakan
hasil interaksi kekuatan-kekuatan di dalam masyarakat. Sedangkan kaum
marxis melihat negara sekedar alat bagi kelas yang dominan. Marx yang
mengelola kepentingan-kepentingan kaum borjuis secara menyeiuruh.

Kedua, teori strukturalis tentang negara : disini negara dianggap
memiliki kemandirian, tetapi kemandirian itu bersifat relatif. Kemandirian ini
lahir karena terjadi konfogurasi kekuatan-kekuatan yang ada. Dengan kata
lain kemandirian itu karena perubahan-perubahan kemandirian itu karena
perubahan-perubahan struktur bukan karena dibentuk oleh negara. Teori
Negara Bonapartis dan teon O ,Donnell tentang negara otoriter birokrasi
serta {eori Evans tentang persekutuan segitiga dapat digolongkan kedalam
teori struktural.

Ketiga, teori negara sebagai kekuatan mandiri. Dalam teori ini

negara sebagal subjek yang mempunyai kepentingan sendiri yang berbeda

* Arief Budiman, Newcrra don Pembangmu, (Jakarta: Yavasan Padi dan Kapas, 1991),
h. 19-20.
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dengan kepentingan masyarakat yang ada. Teori ini dalam kategori Alfred
Stepan disebut teori statis organis®> Menurut Stepan negara organis lebih
mengutamakan totalis suatu sistem dibandingkan dengan eiemen-
elemennya sehingga dalam kaitannya dengan negara, statis organis
memandang negara sebage_\i suatu organ yang mempunyai kemauan dan
kepentingan sendini yang untuk itu melakukan intervensi dalam kehidupan
masyarakat. Intevensi negara ini dikaitkan dengan konsep welfare Stafe
yang. menugaskan membangun  kemajuan dan  kesejahteraan
masyarakatnya sehingga negara tidak boleh pasif tetapi sebaliknya
negara harus aktif. Negara Crganis adalah negara yang punya kemauan
dan kepentingan sendiri dan melakukan intervensi kedalam kehidupan
masyarakat, serta berperan aktif dan mengambil kebijakan secara tidak
demokratis.®*

Dalam realitas penyeienggaraan konsep organis statis menurut
Stepan digunakan strategi korporatis. Strategi ini merupakan jalan
pemecahan bagi penolakan terhadé"p jalan kapitalis dan sosialis karena
dengan korparatis ini negara bertindak sebagai "bapak keluarga™ yang
berusaha untuk mengatur dan mengharmoniskan seluruh kepentingan
ekonomi dan profesi. Pemecahan ini diikuti dengan tampilnya negara kuat
"' yang cenderung campur tangan yang kuat pula dalam hampir seluruh

kehidupan. Dengan kata korparatisme adalah strategi dan rasionalisasi

2 dalam Ariel Budiman, Sistem Perckonomean Pancasilu dan fdeologi Hmu Sosiul di
Indonesia, (Jakarta: Gramedsa), h. 28-29.
# Arief Budiman, Teors Negara .. h. i7.
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dari praxis dari mode! statisme yang dikemukakan oleh Stepan. Menurut
Stepan korparatisme menunjukkan pada sekumpulan  kebijaksanaan
khusus dan pengaturan kelembagaan untuk membentuk perwakilan dari
' berbagai kepentingan. Untuk itu negara mengatur dan menciptakan
kelompok-kelompok kepentingan yang diberi semacam monopoli dan hak-
hak istimewa tertentu. Dan sebagai imbalannya atas monopoli dan hak-
hak istimewa dari negara rﬁeminta hak untuk mengamati berbagai
kelompok kepentingan itu dengan pelbagai cara supaya dapat mencegah
munculnya tuntutan sempit berdasarkan kelas sosial yang mengandung

?* Negara memiliki misinya sendiri. yakni

bemh persengketaan itu.
menciptakan masyarakat yang iebih baik . Atas dasar ini negara bukan lagi
merupakan lembaga yang pasif menjadi alat dari kepentingan-
kepentingan yang ada di masyarakat. Tetapi, negara secara aktif
mencampuri urusan masyarakat, karena kekuasaan yang besar yang
diberikan kepada negara, namun hal itu disalah gunakan. Menurut Arief
memahami gengertian kekuasaan yang besar bagi negara, hal itu
seharusnya kekuasaan ada ditangaq rakyat. Demokrasi merupakan sistem
politik yang paling baik, dimana rakyat yang memiliki kedaulatan dan setiap
saat negara dikoreksi. Disinilah bahwa masyarakat berhubungan secara

fungsional dan menciptakan penyatuan kelembagaan untuk membentuk

perwakitan dan kepentingan-kepentingan yang korparatis dan pluralis.
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Erat kaitannya dehgan konsep korporatisme, Philippe Schmitter
membedakan korporatisme negara dan Kkorparatisme masyarakat.’®
Korparatisme negara merupakan hasil penegaraan berbagai kegiatan
ocrganisasi kemasyarakatan, sedangkan korparatisme masyarakat
rﬁerupakan hasil penswastaan beberapa urusan kenegaraan. Dengan
demikian korporatisme negara organis tersebut lebih mengarah kepada
korporatisme negara. Dalam negara organis state sangat kuat sedangkan
society sangat lemah. Hubung.an antara keduanya melalui proses alienasi
dan dialektika terus-menerus_. Melalui hegemoni, negara menggiring
meaning structure masyarakat bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah
mewujudkan kesajahteraan umum hak-hak individu memang diakui, akan
tetapi tetaﬁ dalam kerangka hegemoni tersebut.

Para ilmuan politis mengembangkan pandangan bahwa negara
adalah sebuah institusi yang kuat, mempunyai kehendak sendiri, dan
bersifat otonomi terhadap masyarakat. Para penganut pendekatan negara
dalam dikatomi masyarakat negara menganggap bahwa negara
mempunyai kepentingan dan aspirasi sendiri yanqg bisa berbeda dari
masyarakat. Pemerintah bukanlah sekelompok orang yang hanya
berfungsi memenuhi kepentingan dengan aspirasi masyarakat, tanpa
memajukan kepentigan dan aspirasi mereka sendiri sepehi yang cendrung

dianut oleh iimuwan politk behavioralis > Dalam pandangan ini

" Ramian Surbakii, Aferahami Ham Pofitik, (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 1902 h.
104

¥ Maswadi Rauf, “Pendekatan Negara (Sistem Approach) dalam Ilmu Politik.” dalam
Teori-Teori Politik dewasa Ini, {(Jakarta: Raja Grafindo Persada, (996), h. 77
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pendekatan pendekatan negara, negara mampu menentukan masyarakai
dalam berbagai aspek kehidupan.

Teori diatas dapatlah kiranya didapatkan penjelasannya,
mengapa hegemoni negara terjadi dalam proses pemilihan kepala desa.
Sehubungan dengan proses pemilihan yang dapat digolongkan ke daiam
peran warga negara berdasarkan ciri-cirt warga negara yang menghendaki
hak warga negara dalam keikut-sertaan untuk mewujudkan kehendak
mereka dalam bingkai demokrasl. Seiringnya dengan protes yang
dilakukan oleh warga negara untuk memprotes segala kebijakan
pemerintah yang tidak sesuai_ dengan aspirasi warga negara atau untuk
menyuarakan ditegakkan demokrasi, dan menghilangkan campur tangan
pemerintah seiring dengan keinginan warga negara untuk meneniukan

pilihannya.

Proses Hegemoeni dan Aparat Negara

Konsep hegemoni Gramsci berorientas) pada pemahaman
tentang adanya peranan kekuasaan, dimana hegemoni dipahami sebagai
hegemoni politik dan budaya dari kelas-kelas dominan. Konsep hegemoni
sebagai salah satu pandangan yang cukup dominan dikemukakan oleh
Gramsci. Walaupun dia tidak menyebutkan dengan jelas konsep hegemoni
sacara definitif, namun dia mengemukakan faktor-faktor yang mendasari
konsep hegemoninya tersebut. Gramsci berpendapat bahwa supremasi

kelompok atau keias sosial tampil dalam dua cara, yaitu penindasan, dan
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kepentingan intelektual dan moral. Tipe kepemimpinan yang terahkhir
inilah yang merupakan hegemoni, dimana kontrol sosiainya dilaksanakan
melalui dua bentuk, yaitu secara eksternal dengan menggunakan
hukuman dan ganjaran, dan secara inernal dengan membentuk
keyakinan-keyakinan kedalam norma yang berlaku, cara internal inilah
yang merupakan dasar hegemoni.”® Hegemoni akan menyatu ke dalam
aparat hanya dengan merujuk pada kelas yang membentuk dirinya dan
melalui mediasi berbagai sub sistem aparat pendidikan, aparat budaya.?
Menurut Gramsci hegemoni adalah sebuah proses dimana negara
membuat kembali dan memodifikasi proyek dominasinya dengan
menyesuaikan peristiwa yang terjadi dalam masg.rarakat.‘"’0

Dijelaskan lebih lanjut oleh Gramsci, bahwa Hegemoni lebih
merupakan suatu  kemenangan yang diperoleh melalut mekanisme
konsensus (consenso) dari pad‘a melalui penindasan terhadap kelas sosial
lainya. Ada beberapa cara yang dipakai misalnyé melalui lembaga-
lembaga masyarakat yang menentukan secara langsung atau tidak
langsung struktur-struktur  kognitif dan afektif masyarakat. Dengan
demikian orang “digiring” untuk menilai dan memandang problematika
'sosial dalam kerangka yang ditentuka. Selain itu  menurut Gramsci,

superioritas ideologi  itu harus memiliki akar-akar ekonomis dan

* ieru Hendarlo, “Mengenal Konhsep Hegemoni Gramsci, “dalam Tim Redaksi Dryvarkara
(penyt), Disknrsus Kemasyarahaton don Kemanusiocon, (Jakarta. Gramedia Pustaka Utama, 1993).
h. 74.

? Neera Chandhoke, Bennran MNegara . h 232,
" Buei dan Cluesmann, Gramscr and the Stare b 48
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mempunyai landasan sebagal fungs penentu sebtingga kelompok yang
sedang memimpin  menjalankan aktivitasnya pokok ekonomi yang
ditentukan.”'

Bagi Gramsci konsep hegemoni secara normal meliputi
kepemimpinan dan dominasi sekaligus. Interpretasi itu menurut Femia
tidak berdasar pada konsep Gramsci sendiri, sebab Quaderni Gramsci
dipahami sebagai hegemoni secara mumni  dalam arti  sebagai
kepemimpinan ideolog:. Dt situ dia melawankannya dengan kekuatan fisik
(force). Mésih menurut Femia, butir penting dalam pemikiran Gramsci
adalah bahwa pemerintah sering dapat memobilisasi dukungan massa dan
sarana-sarana ideologi lainya. Gramsci menengarai adanya tendens:
berkembangnya campurtangan negara dalam masyarakat sipil, terutama
dalam ruang lingkup budaya dan pendidikan.*

Dalam konteks tersebut, Gramsci lebih menekankan pada aspek
kuﬁtur (ldeclogis). Melalui produk-produknya, hegemoni menjadi satu-
satunya penaentu dari sesuatu yang dipandang benar secara moral maupun
int;alektual. Hegemoni kultural tidak hanya terjadi dalam relast antar negara
tetapi dapat juga terjadi dalam hubungan antar berbagai kelas sosial yang
ada dalam satu negara. Dalam hal ini dapat dirumuskan bahwa konsep
hegemoni merujuk pada pengertian tentang situasi sosial politik. Balam

terminologinya, "momen” dimana filsafat dan praktek politik sosial

o Grmsed, dalun Sefva Vineana, Pelaksanaun Winang kol di Desa Jamyang Fra 19490-
an: Kajian Hegemaoni Negara di Tingkat tokal Melalul Kesenian Rakyat, Liserfasi, (Surabaya.
Pascasarjana Unair, 2000), h. 34.

2 Hendarto. Mengrenial Konsepy b 75
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masyarakat menjatu dalam keadaan seimbang. gominasi merupakan
konsep dari realitas yang menyebar melalui masyarakat dalam sebuah
lembaga dan manifestasi perseorangan. Pengaruh ‘roh” ini membentuk
moralitas, adat, relegi, prinsip-prinsip politik dan semua relasi sosial,
terutama dari intelektual dan hal-hai yang menunjukkan pada moral. >

3 Konsep hegemoni menurut Bocock,* terkait dengan 3 bidang,
yaitu: ekonomi {economic), negara (state). dan rakyat (civil society). Ruang
ekonomi memang menjadi segi fundamental. Namun. dunia patitik yang
menjadi arena hegemoni. juga menampilkan momen perkembangan
tertinggi dari sejarah sebuah kelas. Dalam hal ini, pencapaian kekuasaan
negara, konsekwensi yang di bawahnya bagi kemungkinan periuasan dan
pengembangan penuh dari hegemoni, memberikan kepada kelas yang
mendirikannya baik prestise maupun tampilan kesatuan sejarah kelas
penguasa dalam bentuk konkrit, yang di hasilkan dari bubungan organik
antara negara atau masyarakat politik dan civil society.

Konsep negara integral mengasumsikan bahwa semua alat
 kepemimpinan intelekiual dan moral suatu kelas terhadap masyarakat
harus diperhitungkan, yakni cara khusus dimana kelas tersebut berusaha
mewujudkan hegemoninya sekalipun dengan harga keseimbangan
kompromi yang diterima agar dapat melindungi kekuasaan politiknya

sendiri, khususnya jika hal ini tercantum dalam suatu masa krisis.

1 - . -
M Gramsci dalam Selya Yuwana, Pelaksanaan Wavang . . h 35
3l
" ldem

Tesis Sistem Pemilihan Kepala ... Maxi Ventje Keintjiem



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Negara yang otonom menunjukkan aktivitasnya sangat kompleks
peranannya, sehingga kelas yang dikuasainya tidak bisa membenarkan
dan mengatur dominasinya, tetapi juga berusaha memenangkan
persetujuan efektif dari mereka yang ia kuasai.®® Budiardjn,*® Negara
adalah pelaku politik yang secara potensial mempunyal jangkauan
pegaruh "kausa!” yang luasnya di dalam masyarakat 1a juga merupakan
alat masyarakat yang mempunyai kekuasaannya untuk mengatur
hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan mengéiur gejala-
gajala kekuasaan dalam masyarakat. Negara selalu menjadi fokus
pengorganisasian, dan menjédi pengorganisasi  konsensus mengendi
kepentingan umum dalam masyarakat karena hal ini yang menjadi basis
legitimasinya. Untuk mencapal konsensus itu lembaga-lembaga negara
harus menampilkan dirt sebagail pengemban kepentingan umum, sehinga
peranan negara sebagal pengelola konsensus mengenal kepeantingan
umum akan diakui coleh masyarakat, manakala negara mempunyai
“‘mediasl” dengan masyarakat, Lebih lanjut malihat lingkup pemerintah
dalam kehidupan politk, pemerintah ialah susunan lembaga yang
menyelenggarakan tugas dan kewenangan negara. Pembuat peraturan,
penerapan peraturan, penegakkan peraturan (keputusan politik). Salah
satu cirf khas pemerintah jalah kewenangannya membuat dan
melaksanakan kebijakan umum. Dalam hal ini, pemerintah merupakan

mekanisme penetapan aturan-aturan berprilaku bagi anggota masyarakat,

** Buci dan Clucksmann, Gramser . h 93,
e Budiardjo, Dasar-deer Hove polisik 138
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yang semuanya dimaksutkan untuk mencapai tujuan masyarakat-negara.*’
Konsekuensi logis dari identifikasi (aktor) pemerintah sebagai negara
adalah, bahwa pemerintah selalu berada pada pihak yang benar dan kuat.
Semantara yang berada diluar lingkaran kekuasaan negara (masyarakat)
merupakan pihak yang lemah, kenyataan ini iebih diakibatkan oleh karena
dominasi lembaga eksekutif. Paling tidak, pemerintah monopoli identitas
(representasi) negara.?’a

Selanjutnya ada tendensi berkembangnya pengaruh negara
terhadap civil society terutama dalam kajian proses pemilihan kepaia desa
(proses politik lokal}, yang seyogianya pemahaman pandangan Gramsci
terhadap proses hegemoni yang dilakukan aparat negara dalam proses
pemilihan kepala desa, dimana kekuasaan yang melekat pada aparat
negara daiam hal inm tingkat Kabupaten, aparat Kecamatan serta panitia
yang diberikan kewenagan penuh untuk menentukan para calon kepala
desa yang dapat ikut serta dalan pemilihan penentuan kepala desa.

Dari proses penentuan bakal calon kepala desa, peran aparat
negara menjadi dominan penentu yang secara implisif proses hegemoni
terjadi sehingga proses struktur dap_at berjalan fewat keinginan peran elit
tertentu, sehingga apa yang diharl!apkan untuk memenuhi keinginan-
keinginan untuk memenangkan kelompok tertentu sebagal pelaksanaan
dan penjamin proses politik.

M Ramfan Surbakti, Memahami How Politik . h 11,
™ Duto Sosialismanto, Hegemoni Negara: Ekononi Polituik Pedesaan Jowar,
(Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama, 2001}, h. 32.
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Proses-proses tersebut dimana peran panitia pelaksana
pemilihan kepala desa didominasi oleh aparat pemerintah dalam
penentuan terpilih tidaknya seseorang calon kepala desa. Keinginan-
keinginan tersebut nanpak pada térbentuknya panitia pemilihan kepala

desa sampai pada proses pemilihan,

Proses Pemilihan Kepala Desa dan Hegemoni.

Pemilihan kepala desa (pilkades) merupakan salah satu
gambaran nyata sebagai fenomena budaya yang terjadi pada masyarakat
di pedesaan. Pemilihan kepala desa adalah suatu prakiek politik di desa
yang mempunyai makna yang. penting Keikut sertaan masyarakat desa.
Sebagai praktek politik lokal, proses pemilihan kepala desa merupakan
bagian yang esensial untuk mewujudkan tegaknya kehidupan domokrasi di
desa melelui pemilihan kepala desa, dimana rakyat ikut terlibat dalam
menentukan figur pemimpin desa yang aspiratif sebagaimana keinginan
masyarakat desa tersebut.

Proses pemilihan kepala desa dalam hal ini bermmula pada
kesiapan cleh calon sampai pada terpiiin sebagai kepala desa. Adapun
tahapan proses pemilihan kepala desa yaitu calon kepala desa,
pembentukan panitia, penentuan calon kepala desa, kesiapan daiam
pemungutan suara.

Pembentukan panitia pemilihan berdasarkan musyawara desa

yang dihadiri oleh camat, untuk menentukan colon- calon panitia yang
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‘duduk sebagai panitia pemilihan kepala desa. Panitia pemilihan
mempunyai fungsi tugas antara lain : Panitia pencalonan dan penifai {p-4),
Panitia pengawas (P-2), Panitfa peneliti dan penguji {p-3}, dengan struktur
panitia ini terdiri dari pembina, ketua, sekertaris serta beberapa anggota 39
Keanggotaan panitia tersebut terdirt dari kepala bagian pemerintahan,
kepala sub bagian desa, wakil dari bagian hukum, wakil dari kantor sosta:
politik serta wakil dari kantor pembangunan desa. Ha! ini tugas-tugas dari
panitia tersebut manyangkut, panitia pencalonan dan pelaksanaan
pengawasan, tugagas pahitia pengawas, tugas peneliti dan penguj
dengan masing-masing mempunyai tugas-tugas tersendiri, *°

Siswanto dalam administrasi pemerintahan desa, menguraikan
pelaksanaan pemilihan kepala desa sebagai berikut.*’ Setelah tugas-tugas
awal diselesaikan oleh panitia dan menentukan tempat dan hari sebelum
dilaksanakan, panitia pencalonan dan pelaksana pemilihan, memberi tahu
kepada penduduk desa dalam hal ini pemilihan kepala desa. Pemilihan
bersifat iangsung, umum tebas dan rahasia, yang demokrasi dipandang
sebagai suatu sistem yang "netral’, dalam arti bahwa pelaksanaan proses

pemilihan seharusnya dilakuakan oleh warga negara dengan rasa bebas

tanpa intimidasi *?

" Toke Siswanto, Administrasi Penterytiahan Desa, {Dandung: Armica, 1988), h 29

A Widiaya, Penteriniiahan Dese dan Admingstrasi Desa, Mewsrnt § Indang-Undang No.
5 Talmn 1979 (Sehuah Tinjawatr), {Jakana: Raja Grafindo Persada, 1996, h. 33-36. Lihat
Peraturan Menin Dalam Negeri No. 6 Tahun 1981, Tenlang Tatacara Pemilihan, Pengesahan,
Penpangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala desa

* Siswanto, Adwinistrasi ., h. 30-32.

R St Zuhro, “Demokrasi: Suatu Tinjavan Teoritis, "Jurnal Hou Polieik Noo 14,
{lakarta: Gramedia, 1993), b 32
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Hasil pemilihan yang dilaporkan oleh panitia pencalonan dan
pelaksanaan pemiiihan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat Il tersebut,
oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat li disahkan dengan mengeluarkan
surat keputusan Pengangkatannya sebagai Kepala Desa

Pelaksanaan pemilihan kepala desa yang demokrasi oleh
pemerintah (pemerinta lokal), hal ini sebagai upaya untuk memberi
legitimasi pemerintah terhadap masyarakat desa. Secara harfiah,
demokrasi diartikan sebagai” Peme;intah oleh rakyatl”. Jika pemeritahan
oleh rakyat tersebut diarttkan sebagai ketkut sertaan seluruh rakyat dalam
menyusun dan mengarahkan kebijakan nasioal, dapat dipastikan
demokrasi dapat tidak akan pernah ada dan tidak mungkin terwujud

| sebagaimana mestinya.

Memahami proses pelaksanan pemilihan kepala desa yang
diuraikan diatas, mengisyaratkan adaya peluang negara {hegemoni) pada
masyarakat |lokal berperan untuk turut manentukan peran negara dalam
penentuan caion kepaia desa tersebuf.  Strukiur dan kewenangan panitia
pemilihan kepala desa seperti itu merancukan natralitas dan obyektif
penentu pemilihan kepala desa.** Sebab dominasi penentu dalam struktur
kepanitiaan cukup dominan peran negara, sebab penentuan calon lulus

tidaknya ditentukan oleh pemeriniah bukan ditentukan oleh masyarakat

desa pada akhirnya.

Y Widjaya, Pemerintahon Desa | h. 36-37
“ Arbi Sanit. Partar Pemifu den Demokrasi, (Yogyakarta Pustaka Pelajar.1997), b 170,
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Menghadapi kenyataan seperti itu, maka masyarakat desa (iokal)
dan calon yang diharapkan menjadi calon kepala desa, bagi panitia yang
terbentuk diharapkan memiliki sikap kenetralan. Untuk itu, keadilan dan
kejujuran pelaksana proses pemithan sebagai oprasionaiisasi dari
netralitas dan obyektiftas hanya mungkin terjadi. dengan pembentukan
panitia yang ditentukan masyarakat desa, dan pemerintah kabupaten
hanya sebagat pengawas sajak.‘1t5

Dengan ketidak netralan yang obyektif sfrutur panitia dalam
proses pemilihan kepala desa, akan nanpaknya peluang hegemoni negara
pada masyarakat desa {lokal) dalam mewujudkan demokrasi yang asli bagi
masyarakat desa yang memprakiekkan hidup demokrasi.

Menurut Mas'oed®® muncuinya ketidak netralan pemerintah orde
baru pada masyarakat desa yaitu merupakan proses "'memasukkan desa
kadalam negara,” yaitu melibatkan masyarakat desa agar berperan serta
dalam masyarakat yang lebih luas. Ini dilakukan melalui pengenalan
lembaga baru dalam kehidupan desa. Hal ini adalah proses memperiuas
kekuasaan dan hegemoni negara yang sering mengakibatkan peningkatan
akan ketergantungan desa terhadap negara. Hal yang sama dikatakan
Soemardjan,” bahwa negara sudah masuk desa dan desa sudah masuk

negara, sayangnya, mungkin tidak sengaja, dalam proses itu desa

" ldem

" Mohtar Mas oed, Politik Birokrasi dan Dembangman, (Y ogvakana: Pustaka Pelajar.
19943 h. 124-125

T 8elo Soemardjan, “ Otonomi Desa: Apakah Ity 2" Jurned Imu-timn Sosialf, No 2.
(Iakarta: Gramedia, 1998). h 7 '
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maiahan tenggelam dalam berbagai peraturan perundangan sehingga
lambat laun hilang eksistensinya sebagai kesatuan masyarakat adat.
-Dengan adanya pergeseran struktur stratifikasi masyarakat pedesaan,
proses pemilihan kepala desa dikarenakan rekayasa (campur tangan) dari
negara yang beriebhan disekitar perscalan loyaiitas, ideologi dan
korupsi,‘w Adanya kasus pengacauan dalam penyelenggaraan Pilkades
dalam masa orde baru ini sangat didominasi dan diientukan justru cleh
kekuatan-kekuatan diluar desa. Sehingga pemilihan kepala desa tidak
sepenuhnya menjadi otoritas masyarakat desa.

Dengan demikian sebenarnya sepanjang sejarah peradapan desa
diyakini oleh banyak pihak mempunyai kewenangan (Otonomi) tersendiri,
akan tetapi secara empiris beniuk institusi kekuasaan yang lebih atas
selalu ingin secara politik dan ekonomi melakukan penetrasi terhadap
keberadaan masyarakat,“g Jadinya demokrasi di pedesaan, dari waktu ke
waktu selalu bergarak dalam kerangka dominasi negara sekalipun
mengalami titik penetrasi yang berbeda-beda.

Pada dasarnya reorganisasi di pedesaan baik peralihan dan
pembentukannya telah secara awal didominasi oleh kepentingan negara.
Karena itu dapat dipahami bahwa pemerintah desa lebih merupakan
representasi dari negara daripada wakil dari masyarakat yang harus
melindungi. kepentingan masyarakatl desa, dengan sendirinya kekuatan

hukum adat bukaniah suatu syarat penentu bagi masyarakat desa didalam

** Duto Sosialismanto, Hegemons Negara . h 193
s
Idem h 195
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menentukan pemimpin mereka, melainkan dilakukan dengan cara
démokrasi yang diselubungi dengan hegemonik negara yang terjadi.

Dari uraian diatas seyogianya makna hak otonomi warga desa
dalam mewujudkan demockrasi senantiasa kurang terwujud. Sebab dari
fakta empiris menunjukan hal ditentukan oleh negara dalam peran-peran
mewuyjudkan kemandiriannya untuk mengikuti kehendak negara, dimana
dalam proses pemilihan kepala desa suda ditentukan dan diarahkan oleh
negara baik lewat aparat pemerintah, lembaga, perorangan untuk upaya
memenangkan hegemoni yang ditentukan.

Sedangkan perwujudan demokrasi daiam proses pemilihan kepala
desa dapat diwujudkan, dimana masyarakat diberikan kebebasan tanpa
campurtangan negara untuk melaksanakan penentuan pemilinan kapala
desa, dengan asumsi bahwa pelaksanaan pemilihan senantiasa peran
budaya/adat bagi masyarakat desa menjadi ukuran. Dengan sendirinya
tanpa campur tangan negara, kehendak dan keinginan warga desa
senantiasa terlaksana hak politik mereka, sebab pemimpin/kepala desa
adalah pemimpin yang senantiasa bertangung jawab kapada masyarakat

desa, serta untuk mewujudkan proses pembangunan yang dikehendaki.
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BAB Uil

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metade penelittan  kualitatif. Dengan metode ini dapat ditemukan
gambaran pemahaman mendalam tentang 'obyek kajian/sasaran
penelitian} Pada dasarnya metode penelitian kuaiitatif ini bertujuan untuk
secara mduktif memperoleh sumber data alamiah dan mendalam dari
sebuah fenomena sosialnya yang muncul dalam proses hegemoni negara
dalam pemilihan kepala desa. Pada bab ini selanjutnya menjelaskan
metode penelitian yang meliputi; lokasi penelitian, jenis informasi yang
dicari, informan penelitian, proses pengumpulan data, pengolahan/
penyajianidan teknik analisis data. Rangkaian metodologi ini ditetapkan
agar proses penelitian akan lebih sistematis dan sesuai dengan kKaidah-

kaidah atau prinsip penelitian.

Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Minahasa, dengan lokasi
penelitian Desa Kumelembuai Kecamatan Motoling. Penetapan Iokasi ini
didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan vyaitu: Perfama, proses
pemilihan kepala desa dasarnya sama untuk selurth desa di Kabupaten
Minahasa, Kedua, lokasi tersebut memenuhi syarat sebagai obyek

penelitian, di mana terdapat proses hegemoni negara yang beriainan
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dengan yang ditentukan oleh masyarakat sendiri yang senantiasa
bersumber pada budaya masyarakat tersebut, Kefiga, Ketika dilaksanakan
pemilihan kepata desa terjadi konfitk di masyarakat dan terus berlangsung
sampai pasca pemilihan kepala desa.

Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara "purposive” atau
dengan sengaja, dari desa-desa yang mengalami konflik pasca pemilihan
kepala desa dan desa tersebut dapat mewakili Kabupaten Minahasa
sesuai dengan obyek kajian dan masalah dalam penelitian ini. Selain itu,
s%cara teknis penelitian relatif mudah dilakukan karena peneliti memiliki
pemahaman yang memadai tentang Iatarbelakang dan Kkondisi sosial
budaya setempat, sehingga komunikasi dapat berlangsung dengan baik,

dengan demikian proses pengumpulan dan analisi data akan lebih mudanh.

Jenis Realitas yang Diteliti

Bertolak dari jenis realita sosial yang diteliti yaitu dunia empirik,
maka dapat ditentukan pula jenis informasi yang dicari. Penelitian ini
. bertujuan mengetahui pemahaman inter-subyektif dari merek.a yang terlibat
langsung dalam proses pemilihan kepala desa, sehingga dapat diperoleh
deskripsi pemahaman mengenai proses hegemoni negara dalam
pelaksanaan pemilihan kepala desa yang senyatanya terjadi. Selain itu
| diperoleh pula data mengenai bentuk serta cara-cara yang dilakukan oleh
pemerintah yang mewakili negara atau intelektual organik sebagai

organisator hegemoni. Peran yang dimainkan oleh negara (aparat
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pemerintah kabupater_r. aparat kecamatan, panitia pelaksana) secara
sepihak, sehingga hak otonom warga desa sebagai pelaksana demokrasi
telah terabaikan. Keterlibatan aparat pemerintah dengan maksud
merﬁenangkan calon tertentu, sehingga menenggelamkan aspek
demokrasi dengan mementingkan loyalitas keatasan (negara). Dengan
sendirinya warga desa menerima dan bukan untuk menentukan pemimpin.

Dengan demikian informasi atau data yang ingin diperoleh dari
penelitian ini meliputi: Proses pemilihan kepala desa di Minahasa, proses
pembentukan panitia pemilihan kepala desa, hak dan kewajiban panitia
pemilihan kepala desa, opini tentang penyebab perbedaan yang begitu
signifikan antara kebijakan negara dan hak-hak masyarakat desa, bentuk
dan cara hegemoni negara dalam proses pemilihan kepala desa, akibat-
akibat yang muncul dari hasi proses pemilihan kepala desa.

Sebelum dilakukan pengumpulan data/informasi dari berbagai
sumber, sebagaimana lasimnya penelitian pada umunya, penelitian ini juga
mengikuli prosedur kegiatan penelitian. Proses penelitian dilakukan

melalui tahapan, mulai dari pengurusan izin sampai penulisan laporan.

Informan Penelitian

Penelitian ini menggunakan istilah informan/subyek. Menurut

Spradley®, informan merupakan sumber informasi dimana informan dapat

* James P. Spradley, Metode Ftnografi, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogva, 1997), h.

3541,
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mendefinisikan permasalahan atau penguasaan informasi dan data
diperlukan peneliti terjaring berdasarkan akumulasi informan itu sendiri.
Untuk menentukan dan menjamin kualitas sumber datafinformasi, maka
informan yang dipilih harus memenuhi syarat sebagai Informan dengan
kreteria yakni mereka yang mengetahui dan menguasai proses hegemoni
negara dalam pemitihan kepala desa. Penentuan informan dilakukan
secara sengaja. Informan yang dimaksud dalam peneiitian ini adalah
mereka yang terlibat langsung dalam proses pemilihan kepala desa yaitu
mereka yahg terlibat selaku Panitia Pencalonan dan Pelaksana Pemilihan,
Panitia Penleliti dan Penguji dan calon-caton kepala desa serta tokoh-tokoh
masyarakat desa baik formal maupun informal, yang telah melakukan hak
pilih atas dasar orang yang bersangkutan memiliki wawasan pengetahuan

yang terkait dengan fokus penelitian.

Informan dalam penelitian ini tidak dibatasi jumlahnya karena
banyak sedikithya informan bukanlah menjadi syarat utama, tetapt yang
menjadi ukuran adalah kualitas data / informasi yang diberikan oleh
informan sesuai jenis informasi yang dicari. Dalam hal ini, informan dipilih
atzis dasar orang yang bersangkutan memiliki wawasan pengetabuan yang
terkait dengan fokus penelitian. Pengumpulan data berakhir apabila
sasaran yang dicapai telah terpenuhi.

Adapun informan dan subjek yang dapat memberikan informasi
{sumber data) adalah aparat kabupaten yaitu BS (Kepala Bagian

. Pemerintahan Desa). Sedangkan untuk tingkai kecamatan dipilih HK
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(Camat Motoling) selaku Ketua Panitia merangkap Panitia Pengawas
proses pemilthan dan pelaksana pemilihan kepala desa, OR (Kepala
Bagian Pemerintahan Desa Kecamatan Motoling) selaku sekretaris Panitia
Pemilihan Kepala Desa. Sementara untuk tingkat desa dipilih WK selaku
Ketua Panitia Pencalonan dan Pelaksana pemilihan di desa Kumelembuai.
yang bekerja sebagai pegawal negeri sipil, dan WL mewakili tokoh
masyarakat desa yang kritis terhadap pemerintahan desa, WN (tokoh
masyarakat desa yang pensiunan ABRI), KL (anggota panitia mewakili
masyarakat). MM (Ketua karang taruna desa Kumelembuai, JP (anggota
panitia pelaksana pemilihan kapala desa), AJ (mewakili tokoh masyarakat
sekaligus calon kepaié desa. BL ({tokoh masyarakat desa mewakili
golongan agama), MM (sebagai unsur pegawai negeri yang juga menjadi
calon), WP {mewakili tokoh masyarakat juga adalah mantan kepala desa,
AL {mewakili unsur tokoh pendidik juga menjadi calon), WL (calon kepala
desa dari:unsur pensiunan ABRI, dan RM (Ketua kelompok tani di
desa Kumelembuai).

Infofman pertama (key informan) adalah WP, karena posisinya
sebagai mantan kepala desa pada saal pemilihan kapala desa,
mengetahui tentang siapa-siapa yang terlibat dalam proses pemilihan
kepala desa, dalam hal ini panitia pencaionan dan pelaksana pemilihan.
Dari informan pertama tersebut selanjutnya diperoleh informan kedua dan

seterusnya yang dalam penelitian dikena! sebagai teknik bola salju (snow
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Jbesuli).51 Berdasarkan informasi dari informan awal ditemukan informan lain
yaitu WK .adalah ketua panitia proses pemilihan dan pelaksana pemilihan
| kepala dasa di desa Kumelembuai, dan OR selaku sekretaris panitnia
proSes pemilihan dan pencalonan kepala desa. Dari ketiga informana
kunci (key informan) di atas yang terlebih dahuiu peneliti ketemu dan
diwawancarai kemudian berkembang berdasarkan data dan permasalahan
penelitian mengenai proses hegemoni negara dalam pemilihan kepala

desa Kumelembuai.

Teknik Penqumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan
n{‘enggunakan teknik wawancara mendalam dan dokumentasi. Dengan
wawancara maka peneiiti lebih bebas menggali data/informasi yang dicari
yang tidak dapat diperoleh dengan teknik pengumpulan data yang lain.
Sedangkan teknik dokumentasi digunakan untuk mendapatkan
data/informasi yang belum terungkap dari wawancara, sehingga dengan
kedua teknik ini, telah diperoleh data / informasi sebagai jawaban atas
permasalahan penelitian.

Teknik Wawancara
Untuk mendapatkan data yang lengkap, rinci, dan menyeiuruh,

peneliti melakukan wawancara mendalam dari sejumlah informan. Metode

S Lihat Sanapiah Eaisal, Dasar-Dascar Penclition Knalitatif. (Malang: Yavasan
Asih, Asuh, Asah, 1994}, h. 36,
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wawancara yang dipakai yakni wawancara tidak terstruktur sehingga tidak
diperiukan instrumen yang baku, f{etapi tetap memerlukan sejumiah
pedoman khusus agar wawancara dapat dilakukan dengan terarah.

Pelaksanaan wawancara adalah sebagai bernkut: mula-mula peneliti
menghubungi informan kunci {Key informan) dalam hal ini mantan kepala
desa Kumelembuai, dan informan selanjutnya lebih didasarkan pada saran
dan perolehan data dari informan awal. Setelah ditentukan tiga informan
kunci berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka
selama sebulan berikutnya dilakukan wawancara berdasarkan pedoman
wawancara yang telah disiapkan dan berkembang sesuai situasi dan
kondisi informan di lapangan. Selanjutnya wawancara juga dilakukan
kepada calon kepala desa, panitia pencaionan dan pelaksana proses
pemilinan kepala desa, masyarakat desa, berdasarkan pedoman
wawancara yang sama. Informasi selanjutnya didapat melalui pencarian
yang berkésinambungan. Dan pencarian informan berhenti pada saat
tidak ada:lagi informasi baru atau informasi yang diberikan sudah
berulang-u[ang (sama dengan informasi sebelumnya). Proses wawancara
berlangsung dalam suasana kekeluargaan (rileks) dan tidak mendapat
hambatan yang berarti.

Untuk mendapatkan data/informasi yang akurat dalam penelitian ini
dilakukan pengujian kebenaran (keabsahan) data dari informan kunci dan

sebyek utama, maka peneliti melakukan triangulasi berupa wawancara
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kepada warga desa yang memiliki pengetahuan tentang keadaan yang

terjadi pada saat proses pemilihan.*

Teknik Dokumentasi

Karena data yang diperoieh melaiui wawancara belum memadai
untuk menjelaskan fenomena dan analisis teoretik, maka peneliti lanjutkan
d?ngan melakukan pencarian lewat dokumentasi. Teknik dokumentasi
yaituy mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku-
buku, surat kabar, majalah notulen rapat, agenda dan sebagainya,53

Teknik dokumentasi diperlukan sebagai bukti othentik dari seluruh
kegiatan yang menggambarkan proses pemilihan senyatanya di lapangan.
Adapun dokumentasi yang diperoleh peneliti, meliputi:
a. Berita Acara terutama hasil perhitungan suara.
b. Catatan hasil rapat panitia persiapan proses pemilihan serta tempat

pertemuan panitia pemilihan.

¢ Memori Serah Terima Jabatan Kepala desa.

d. Buku Monografi Desa Kumelembuai.

32 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kulaitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya,
1G88}, h. 178, Triangulast adalah teknik pemeriksaan keabsahan data atau sebagai pembanding dan
pengecek balik deajat kepercavaan suatu informast vang diperoleh melalui data wawancara dari
sumber yang berbeda. Menurut Patton (1987:329), terdapat dua strategi, yaitu {1} pengecekan
derajat kepercayaan penemuan hasil peneltian dari teknik pengumpulan data dan (2) pengecekan
derajat kepercayaan berbeda sumber data dengan metode yang sama
M Subarsimi Arikunto, Prosedur Penclinan, {Jakarta' Bina Aksara. 1989). k. 198,
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Pengolahan, Penyajian dan Analisis Data

Pengolahan, penyajian dan analisis data adalah proses kegiatan
yang saling berkaitan dengan pengumpulan data dan merupakan satu
kesatuan yang berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan. Proses analisa data
pada prinsipnya sudah dilakukan pada saat kegiatan pengumpuian data
berlangsung. Karena pada saat pengumpulan data secara tidak fangsung
terjadi proses analisis. Hal ini dimaksudkan agar data dan informasi yang
diperoleh dant  lapangan dapat langsung diklasifikasi sehingga
memudahkan dalam menganalisis dan menginterpretasikan.

Kegiatan selanjutnya adalah menyederbanakan data. Tujuannya
agar data dan informasi yang diperoleh dapat digunakan untuk
menjelaskan permasalahan penelitan. Pada tahap ini, dari informasi
dianggap telah memadai maka proses analisis dan interpretasi data
semakin dimantapkan. Proses analisis data dilakukan berdasarkan
kategorisasi jenis informasi yang diperoleh di apangan, kemudian metihat
substansinya dan disesuaikan dengan tujuan penelitian Tahap selanjutnya

adalah penyajian data. Penyajian data berupa narasi realism {/ife stories).*

Teknik Analisis Data.
Sebelum data dianalisis peneliti terlebih dahulu melakukan cek and

recek dan counter cek. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin keakuratan

™ Ramfan Surbakii, “Mateni Perkuliahian Rencana Penelitian.” (Surabaya: Pascasarjana
Universitas Airlangga, 1998).
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data. Hal lain yang peneliti lakukan yaitu membentuk kelompok diskusi

yaitu pihak-pihak yang dianggap ahli atau mengetahui permasalahan yang

|
diteliti. Tujuannya agar tingkat keakuratan data kedalaman analisisnya

dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam setiap analisis sejauh mungkin dilgkukan pembahasan /
perdebatan teoritis terhadap sejumiah temuan-temuan. Proses analisis
data akaﬁ dilakukan melalui tiga alur kegiatan yang terjadi secara
bersamaarj yaitu : Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan
/ verifikasi.”

Dalam pengertian ini, bahwa analisis data kualitatif merupakan
upaya bérlanjut, berulang dan terus menerus. Kegiatan reduksi data,
penyajian data dan penerikan kesimpulan/verifikasi menjadi gambaran .
keberhasilan secara berurutan sebagai suatu rangkaian kegiatan analisis
yang saling susul-menjusul dan satu kesatuan yang tak terpisahkan.
Setiap data yang terkumpul, diklasifikasi dan dilaporkan dalam bentuk
essay, dimana permasalahan yang diajukan semuanya akan dibahas
secara rinct dan mendalam.

Teknik analisis data yang digunakan meliputi:

- Analisis domain, yaitu penuturan sejumlah kalimat yang jelas dan lugas
sehingga memperoleh pemahaman yang baik. Dengan demikian akan
diperpleh gambaran umum dan menyeluruh tentang prilaku dan bentuk

!

* Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif. (Jakarta: Ul-
Press, 1992), h. 20,
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hubungan/intraksi pemerintah, panitia pemilihan, caion dan masyarakat
- dilokasi penelitian.
- Analisis taksonomi, yaitu analisis lanjutan, dimana fokus analisisnya
¢« dibatasi pada kategori atau domain untuk mendeskripsikan proses
hegemani dalam pemilihan kepala desa. Analisis ini dilakukan pada saat
wawancara di lapangan, mengigat dalam analisis ini digambarkan
secara mendalam tentang proses hegemoni negara terjadi dalam
pemilihan kepala desa.

Dalam proses analisis, data dimanfaatkan dan dikerjakan sampai
berhasil menyimpulkan suatu kebenaran yang menjawab permasalahan
yang digjukan. Selain itu akan ditakukan untuk Negative Case Analysis
yaitu rancangan anahsis yang dilakukan untuk memperhalus kesimpulan

sampal  diperoleh  kepastian bahwa kesimpulan sudah  akurat.
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BAB IV

DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN

Lokasi penelitian ini adalah Desa Kumelembuai, Kecamatan
Motoling, Kabupaten Minahasa. Sebelum menjelaskan tentang lokasi
penelitian, terlebih dahulu dikemukakan sekilas tentang Daerah Kabupaten
Minahasa. Selanjutnya, untuk dapat memberikan gambaran tentang
bagaimana lokasi penelitian tersebut.

Asal Usul Nama Minahasa

‘Minahasa’ berasal dari dua kata, 'mina’ artinya 'menjadi’ dan ‘esa’
berarti'satu’,jadi Minahasa artinya “menjadi satu”.
Pengertian tersebut, kemungkinan disebabkan dua hal: pertama,
" berdasarkan legenda atau cerita yang dituturkan turun-temurun, penduduk
asli Minahasa adalah keturunan' dari Toar dan Lumimuut. Keturunan Toar
dan Lumimuut membentuk tiga golongan, yang disebut dengan Makarua
Siow (golongan pengatur ibadah dan adat), Makatelu Pitu (golongan
pemerintahan/tonaas), dan Pasiowan Telu (rakyat biasa).’® Pada suatu
saat antara ketiga golongan ini terjadi perpecahan, dimana kaum
Pasiowan Telu menentang eksistensi dari golongan Msakarua Siow dan

Makatelu Pifu yang menguasai kepemimpinan baik sebagai pemimpin

—_——— e e ——

* IPD KNPI Minahasa, AMinahasa Tanah Tercinta. Siton Timon Timowton, (Manado:
Karya Kencana, 1987), h. {2
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agama maupun sebagai pemimpin  pemerintahan. Para pemimpin kaum
Pasiowan Telu ingin melepaskan

diri dari Pinaesaan {persatuan: pina=yang satu di; esa=satu) dan ingin
mempunyai aturan adat kebiasaan sendiri serta upacara agama sendiri,
dan tidak mau tunduk kepada Muntu-untu sebagai pemimpin atau
pemersatu Minahasa.>’

Dalam konflik yang terjadi, kaum Pasiowan Telu akhirnya dapat
dikalahkan, kemudian atas prakarsa Muntu-untu dan kopero (selaku
Panitera), mereka mengadakan pertemuan atau musyawara di Watu
Piawetengan. Musyawarah itu menghasilkan perdamaian dan persatuan
kembali bagi mereka.

Pada tanggal 8 Oktober 1789 untuk pertama kali sebutan
‘Minahasa’ dipergunakan dalanm arti “musyawarah para vkung” Perkataan
ini berasal minaesa yang berartt "menjadi satu”, dimana pada abad ke-19
perkataan - tersebut diberi arti ;:daerah" oleh para ukung yang
bermusyawarah, yakni “Daerah Tingkat I Minahasa™® Schouten
mengemukakan, bahwa nama Minahasa ditulis untuk pertama kalinya
tahun 1789, setelah Ilebih dua setengah adad wilayah tersebut
Emengadakan kontak-kontak pertama kalinya dengan bangsa Eropa, dan
istilah nama ‘Minahasa’ dipergunakan seperti yang dikena! sampai saat

sekarang ini.

L. Adam, Pemeriviahon df Minohosa, (Jakarta, Dhratara, 1976), 16-17
* Bert Supit, Minahas dari Watn Pinawetengan Sampai Gelora Minawarnia, (Jakarta:
Sinar Harapan, 1986), h. 140-142,
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Letak, Luas, dan Keadaan Geografis

Kabupaten Minahasa merupakan salah satu di antara daerah
tingkat 1l di Provensi Sulawesi Utara dengan lbukotanya Tondano, yang
berjarak :t 35 Km dari Kotamadya Manado sebagai Ibukota Provensi
Sulawesi Utara.

Batas-batz;\snya iatah sebagai berikut;

- Sebelah futara dengan laut Sulawesi dan Kodya Manado.
- Sebelah timur dengan laut Maluku dan Kodya Bitung.

- Sebelah ise[atan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- Sebelah barat dengan Laut Sulawesi dan Kodya Manado.

Luas daerah Minahasa + 4168 Km2 , dengan bentuk daratan yang
bervareasi mulai dari yang datar, berbukit, dan bergunung-gunung. Pada
bulan-bulan November, Desember, Januari, Pebruari, Maret.dan April,
bertiup angin barat yang selalu membawa hujan, sedangkan pada bulan

Mei sampai Oktober bertiup angin selatan dan tenggara yang kering.

Pola Perkampungan, Perumahan dan Penduduk
Umumnya desa-desa di dagrah Minahasa terletak di atas tanah
ddtaran rendah secara kelompok, maksudnya antara desa yang satu
dengan desa yang lain sambung menyambung menjadi satu kesatuan,
baik memanjang mengikuti jalan raya, maupun yang memanjang mengikuti

Jjalan-jalan yang lebih kecil atau lorong.
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Bentuk rumah dahuiu adalah rumah panggung terbuat dari kayu di

atas tiang penyanggah yang tingginya sekitar 5-10 meter dari permukaan

‘ tanah, yang dimaksud untuk menghindarkan gangguan binatang buas dan
gangguan musuh. Ada juga yang tiang- tiangnya terbuat dari batu. Rumah
dalam semua bahasa di Minahasa dinamakan wale' atau bale.*

Dahulunya rumah panggung sebagai bentuk asli, dibagian
bawahnya adalah tempat ternak berlindung dan tempat menyimpan hasil
bumi, sedangkan dibagian atasnya sebagai tempat tinggal, pada bagian
depan disebut sekoy (tempat menerima tamu), bagian tengah disebut
pores yakni ruang keluarga dan kamar-kamar tidur. sedangkan di bagian
belakangnya ialah tempat makan dan memasak (dapur). Di bagian
belakang rumah umumnya terdapat halaman yang cukup luas yang
biasanya dipergunakan untuk memelihara ternak babi dan/atu ayam. Babi
yang dipelihara dimasukkan ke dalam kandang khusus persegi empat
yang terbuat dari bambu, atau.bagi yang mampu, kandangnya dibuat dari
beton

Penduduk Minahasa dibagi dalam delapan sub suku bangsa. Di
luar daerah, mereka dikenal dengan sebutan suku bangsa Minahasa atau
‘orang Manado® ada juga yang menyebut dengan Touwenang atau
Kawanua.®’

Adapun kedelapan sub suku bangsa tersebut ialah:

1 Adam, Pemerstaten b 17
[T . . . . .
' Nico Katang: dalam Koeatraraningrat, Mevwsict e Kebudenvaom off frdonesia, (Jakarnta
han Rakyat), h. 143
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{a) Tonsea, terdapat di sekitar bagian timur laut Minahasa.

(b) Tombulu; disekitar barat laut danau tondana.

{c) Tontembuan; terdapat di sekitar barat daya Minahasa.

{d) Toulour; terdapat di bagian timur dan pesisir danau Tondano.

(e) Tonsawang; terdapat di bagian tengah dan selatan Minahasa.

(f} Pasan atau Ratahan, terdapat di bagian tenggara Minabasa.

(g) Ponosakan; juga di bagian ténggara Minahsa.

(h) Bantik; terdapat di beberapa ten]pat di pesisir pantai barat laut, utara,
dan selatan kota Manado.®’

Penelitian Waworcentoe dan teman- temannya, mengemukakan:
Bahwa sub suku bangsa Tonsea, Tombulu, Tolour,.dan Tontembuan adalah
penduduk asli Minahasa mula-mula yang dikenal dengan sebutan suku
bangsa Minahasa.®? Sungguhpun kedelapan sub suku bangsa tersebut
mempunyai daerah kediaman tertentu di minahasa, akan tetapi pada masa
sekarang ini diantara mereka, safu sama lain telah terjadi saling campur
atau asimilasi lewat perkawinan, sehingga pada setiap daerah sub suku
bangsa, penduduknya tidak lagi merupakan sub suku bangsa 100 %
murni.®® Jumiah penduduk Kabupaten Minahasa 768.058 jiwa.™

Agama yang memiliki penganut paling banyak di Minahasa ialah

agama Kristen atau Nasrani, yang mencapai + 93,34 % dari penduduk

! Waworoentoe, et al, Adat Isticdas Daerah Sulmvesi Uitera, (Jakaria: Bhratara, 1983), h.
115

“Tdem. b 116,

“VE.8. Watuscke, Zafmn-Tahus dan Peristiwa-Peristiva Denting datam Sejarah
Minahasa, (Manado: Karya Kencana, 1995), h 3.
** Data Pokok Pembangunan Dacrah 11 Minahasa, 2000.
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keseluruhan yang berjumiah 768058 jiwa, ditkuti agama Islam + 7.62 %,

Kemudian Budha dengan + 0,03 % dan Hindu + 0,01 %.%°

Desa Kumelembuai: Gambaran Umum dan Penduduk

Gambaran umum ickasi penelitian di desa Kumelembuai, akan
dijelaskan mengenai: Asal usul dan wilayah desa, penduduk, pendidikan,
mata pencaharuan penduduk, agama, kelembagaan, adat istiadat,

penyelenggaraan pemerintahan desa.

Asal usul dan wilayah Desa.

Desa Kumelembuai adalah sebuah Desa yang terletak di wilayah
Kecamatan Motoling, Kabupaten Minahasa bagian selatan. Asal usul Desa
Kumelembuai dan artinya berdasarkan cerita rakyat, dengan adanya di
temukan air menggefembung menurut bahasa setempat mea kolombuang
jadi komolombuai disempurnakan menjad: "Kumelembuai”.

Oi temukan Desa Kumelembuai dari perjalanan sekelompok orang
yang datang dan minahasa tenga meneiusuri hutan ke arah selatan
minahasa, sampai pada tempat yang dirasakan sekelompok orang
tersebut aman dan tanahnya subur untuk dijadikan area pertani. Ditempat
nilah mereka merombak hutan sebagai tempat bertani.

Dari hasil pertanian sangat memuaskan bagi sekelompok crang

tersebut, sehingga mereka menentukan bahwa tempat ini baik untuk

5t
Idem
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menetap dan tempat ini sangat sitrategi dan seg! pemandangan sangat
baik, karena tempat ini menghadap pantai Amurang, dan ada air yang
memadai. Sekelompok orang tersebut berdoa untuk tempat ini dijadikan
perkampungan, dan ternyata dikabulkan oleh Walian Kasuruan (Tuhan
Aliah) yang menurut kebudayaan mereka (Minahasa),l ditandat dengan
permintaan air.yang ternyata arr keluar dari tanah semula sedikit menjadi
Mengeiembung (banyak).

Dengan dikabulkannya doa mereka, oleh Walian Kasuruan (Tuhan
Allah) bahwa tempat baik untuk dijadikan roong (desa) baru, kemudian
meraka mengadakan upacara pentahbisan/peresmian pengukuhan
pembukaan roong weru ( desa baru) ini disebut n/ tuméni indoong weru,
secara kebudayaan kuno Minahasa upacara pentahbiskan. Mereka
meangucap syukur kepada walian kasuruan, bahwa permintaan mereka
diklabulkan serta meminta agar mereka menempati roong weru dilindungi
oleh welian kasuruan, serta memohon agar mereka diberikan kesehatan
serta penduduk seterusnya sampai pada turun temurun memperoleh
berkar daripadanya.

Desa Kumelembuai - yang dipilih sebagai Ilatar kajian dalam
penelitian ini, terletak di sebelah selatan Minahasa dan sebelah selatan
teluk Amurang. Jarak dari ibu kota kecamatan 122 km, dan jarak dari
kecamatan Motoling dengan Desa Kumelembuai hanya sekitar 8 km. Desa

Kumelembuai dapat dijangkau dengan kendaraan umum, apabila
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penduduk Ingin bepergian di berbagal daerah di minahasa dan manado,
karena karena transporiasi sangat memadai dan lancar.

Luas wilayah desa seluruhnya 4900 ha, terdiri dar pemukiman
umum 60 ha, persawahan 2 ha, pekarangan 60 ha, perladangan 4511 ha,
hutan rakyat 215 ha, makam 2 ha, sisanya termasuk jalan dan sungai.
Desa ini berbatasan dengan disebelah Utara berbatasan dengan Desa
Wakan dan Desa Makasili, disebelah Timur berbatasan dengan Desa
Karimbow dan Desa Tokin, disebelah Selatan berbatasan dengan Desa
Wanga dan Makasili, disebelah Barat adalah Hutan lindung. Desa
Kumelembuai merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian dari

permukaan laut 170 m,

Penduduk
Menurut data statistik kependudukan/monografi Desa Kumelembuai
" tahun 2000, jumiah penduduk 3506 jiwa yang terdiri dari 876 kepala
keluarga (KK). Dalam lokasi perkampungan penduduk lebih memadat dari
arah timur memenjang arah utara, sedangkan areal pertania berada di
timur, selatan dan utara. Desa Kemeiembuai, perumahan umunya berjejer
mengikuti jalan raya. Untuk mengetahui komposisi penduduk menurut

umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di halaman berikut:
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Tabel 1

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kefamin

Kelompok Umur Pria Wanita Jumlah
0 -4 Tahun 102 115 217
S -9 Tahun 153 167 320

10 - 14 Tahun 165 130 295

15 - 19 Tahun 154 131 285

20 - 24 Tahun 112 99 211

25 - 29 Tahun 164 : 127 291

30 - 34 Tahun 156 143 299

35 -39 Tahun 133 121 254

40 - 44 Tahun 164 148 312

45 - 49 Tahun 138 125 264

50 - 54 Tahun 126 112 238

55 - 59 Tahun 144 131 245

60 keatas 128 117 245

Jumiah 1840 1666 3506

Sumber : Monografi Desa Kumelembuai, 2000.

Jika melihat gambaran penduduk dalam tabel tersebut kita dapat
membuat perbandingan antara Iusia balita, usia sekolah dan usia produktif
serta usia yang tidak produktif.

Pada masyarakat desa ini untuk usia produktif urutan pertama, dan
dari catatan lapangan dua partiga usia produktif merupakan penganguran
tidak kentara, karena pekerjaan sebagai petani khususnya bagi kaum
muda suda banyak mengalihkan pekerjaan pada sektor informal yaitu
sebagai buru angkutan, jasa pelayanan, buru bangunan perumahan.

Untuk kiarifikasi usia yang sudah tergolong tidak produktif banyak
yang bergerak pada bidang buru tani atau penggarap ladang dengan cara-

cara tradisional yang mereka anggap mampu untuk dilaksanakan, karena
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generasi mudanya umumnya sudah tidak mau untuk bekerja pada bidang

yang berurusan dengan pengelolaan tanah, tidak mau memegang resiko

terlalu berat.

Pendidikan

Tingkat pendidikan Desa Kumelembuai sesuai dengan monografi

Desa dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabei 2
Pendidikan
No Pendidikan Jumiah
1. Belum sekolah sebanyak 381
2. Tidak Tamat SD 52
3. Tamat SD 245
4 Tamat SLTP 211
5. Tamat SLTA 191
6. Perguruan Tinggi
asi 125
b.S52 5
c. S$3 1
Jumiah 1169

Sumber : Monografi Desa Kumelembuai 2000

Sesuai informasi yang diperoieh, bahwa pendidikan di

Desa

Kumelembuai sejak adanya penginjil dari belanda datang ke Minahasa

Selatan, bersama dengan ajaran agama kristen, sejak tahun 1827 yang

diutus oleh agama kristen dari betanda untuk menyebarkan agama kristen

di Manado yaitu pendeta Siebold Ulfers dan menetap di minahasa selatan
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Desa Kemelembuai. Dengan persetujuan oleh hukum tua untuk membuka
sekolah dasar mulai pada 2 November 1838 terdiri dari 3 kelas dengan
jumiah murit mula-mula 41 orang.®® |

Sarana pendidikan yang ada di desa Kumelembuai ini meliputi, TK
(Taman kanak-kanak) ada satu (1) buah, sedangkan SD ada (2) buah,
SMP ada satu (1) buah! Untuk menempu pendidikan yang lebih finggi pada
umumnya akan pergi ke kota Manado atau di kota kecamatan.

Besar kecilnya suatu desa sangat bervareasi tergantung dari
sejumlah masing-masing desa yakni tergantung 'kepada pendin {cikal
bakai) desa sebagai tempat pemukiman dan kesatuan wilayah hukum,
desa mempunyai otonomi. Masing-masing desa memiliki sarana dan
prasarana umum bagi kehidupan warga. Teritorial desa di atur sedemikian
rupa sehingga terdapat sesuatu peta ruang desa tertentu seperti lahan
berdirinya lumbung desa, sekolah, pasar, tempat pengembalaan, lapangan
terbuka untuk bermain, gardu penjagaan keamanan desa dan tempat
pemandianl umum serta lahan pekarangan bagi masing-masing warga. Di
Desa Kurﬁulembuai dengan adanya perkembangan dan pesatnya
pembangunan secara menyeluruh baik yang dilakukan oleh pemerintah
diatasnya maupun oleh masyarakat itu sendiri telah mengalami banyak

perubahan-perubahan yang dapat berdanpak positif maupun negatif.

** Hasil Wawancara dengan A M.(70 tahun) tokohnwasyarakat dess.
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Mata Pencaharian Penduduk

Menurut kepala Desa Kumelembuai, pada waktu dahulu hampir
seluruh warga di desanya memiliki mata pencaharian disekior pertanian
(sebagal petani), dimana waktu itu sistem bertani masih dikerjakan sacara
tradisioanat. Boleh dikatakan diawal 1970-an hamprr tidak ada warga desa
yang melakukan usaha diluar sektor tersebut. Bilapun ada hanya terbatas
pada bidang-bidang pekerjaan tertentu seperti tukang, pengrajin, yang
ﬁumlahnya relatif sangat kecil

Namun menurutnya, memasuki awal tahun 1980-an perluasan mata
pencaharian penduduk desa mulai nanpak. Banyak warga desa yang
dahulunya bekerja disektor pertanian terutama golongan muda beraiih ke
beberapa sekior lain seperti pegawal negen, pedagang, buruh dan
sebagainya Untuk lebih jelasnya tentang mata pencaharian penduduk

desa Kumelembuai dapat dilihat pada tabel di halaman berikut :

a7 . ; " v
Hasil Wawangara dengan Kepaia Desa
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Tabel 3

Mata Pecaharian _Penduduk Desa Kumelembuai

No. Jenis Mata Pencaharian
Juniah

1. Petani Pemilik Tanah : 650
2. Petani Penggarap 65
3. Peternak 2
4, Pengrajin 5
5 Pegawai Negeri Sipil/ABRI 115
6. Buru Angkutan 85
7. Tukang : 64
8. Pedagang/Pengusaha 14
9 Pensiunan 60
10. Penjahit 4
1. Reparasi 5

Jurnlah 1069

Sumber - Monografi Desa Kumelembuai, 2000

Memahami dari data dalam tabel diatas menunjukan bahwa mata
pencaharian  penduduk mésih terkonsentrasi  disektor pertanian,
sungguhpun mulai terjadi peralihan ke luar sektor tersebut. Pada umumnya
kegiatan usaha tani yang diusahakan baik oleh petani penggarap maupun
petani pemilik masin-masing terkonsenirasi pada sekior penanaman
pengan seperti padi. jagung dan berbagai jenis palawija lainnya. pada
umumnya usaha tani tersebut masih bersifat subsistem (subsistence
cultivation). Artinya, produksi mereka hanya untuk konsumsi. Bilah ada
mengalami kelebihan baru mereka jual baik langsung kepasar kecamatan,
kabuparen, propenst. Lain dan hasil panen cengkeh dan hasil kelapa
nanpaknya lebih difokuskan pada pasar untuk meningkatkan hasil

pendapatan masyarakat desa.
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Didesa Iokas! penelitian terdapat sumber pendapatan desa, dimana
ada terdapal sejumlah hektar perkebunan kelapa (tanah desa) yang
langsung dikelolah oleh masyarakat desa dengan hasilnya diserahkan
pada kepaila desa untuk pengaturan penggunaan proses penyelenggaraan

pembangunan desa

Tabel berikut menunjukan jumlah produksi pertanian berupa

komoditi pertanian di Desa Kumelembuai.

Tabel 5

Jumiah Produksi Beberapa Komoditi Pertanian

No. Komoditi Jumlah produksi
(Pertahun)
LA Beras dan Jagung 14 Ton
12 Kacang-kacangan 1.1 Ton
3 Sayur-sayuran 0,4 Ton
4 Kelapa 165 Ton
5 Cengke 75 Ton
, 6 __Buah-buahan ! o3 Ton

Sumber: Data Potensi Desa Kumelembuai, 2000

Agama
Secara keseturuhan penduduk Desa Kumelembuat pemeluk agama
Kriten, sebagaimana yang tertera pada buku FProfif Desa Kumelembuai

Tahun 1998/2000, pada halaman berikut ini:
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Tabel 5

Agama Yang Dianut Penduduk Desa Kumelembuai

No. Agama Jumlah Penganut
(orang)

r 1 Kristen 3506

2 Islam -

3 Katholik -

4 Budha -

5 Hindu - ]

Sumber . Monografi Desa Kumelembuai, 2000

Dengan perkembangan yang terjadi pada masyarakat Desa
Kumelembuai dalam hal ini beribadah, mengagungkan akan Kasih dan
Berkat Tuban Yesus bagi masyarakat khususnya Desa Kumelembuai,
dapat dilihat dengan adanya prasarana ibadah yang ada dan dipandang
memadai karena masyarakat penduduk agama kriSten, desa Kumelembuai
memiliki 3 {tiga) buabh Gereja.

Kelembagaan

Jumiah organisasi dan lembaga di pedesaan merupakan indikator
bahwa desa teiah memperoieh saluran-saiuran untuk mewadahi kegiatan-
kegiatan kolektif sebagal ménifetasi perubahan sikap yang terarah kepada
tujuan-tujuan pembangunan yang hatl ini dipertanyakan sampai berapa
jauh lembaga-iembaga yang ada diciptakan di pedasaan itu suda berhasil

merubah dan memodernisasi warga desa *®

™ Sattono Kartodirdjo (ed). Pesta Deriokrasi i Pedesaan. Studi Kasus Pemilihan Kepala
Mesa di Jawa Tenga dan DIY. (Yogyakarta- Aditya Media, 19923 h. 210
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Dalam perkembangan dan intereaksi antara desa dan kota di
wilayah Desa Kumelembuai i.ndikator ini suda mempengaruhi kehidupan
masyarakat. Dengan adanya jalur lalulintas yang sangat memadai, dan
semakin memudahkan bagi masyarakat desa dapat beriteraksi kekota, hal
ini ditaidai dengan kemudahan lalulintas, Mikrolet, Bus, Sepeda Motor dan
lain-lain.

Muncuinya penduduk pendatang dari kota menimbulkan tingkat
kemajuan penduduk menjédi heterogen dan hal ini nanpak dalam cara
mendapatkan penghasilan serta kreatifitas untuk menciptakan bidang-
bidang produksi, penghasilan yang bervareasi dan bahkan terjadi
hubungan yang sangat menguntungkan masyarakat asli dan pendatang
dalam hal cara atau pola berfikirya, cara mengkonsumsi serta berprilaku
yang ditanpakkan sehingga hal ini sangat berpengaru t{erhadap cin khas
desa, potencial man power terhadap di desa yang masih terikat hidupnya
dalam bidang-bidang peranian namun kenyataan dilapangan, tanah
pertanian berkurang dan terbukti makin meningkatnya buru-buru tani yang
harus bekerja dilain desa. Unsur wilayah, penduduk, dan tata cara
kehidupan merupakan satu kesatuan (Living unit) adalah ciri masyarakat
desa yang. telah bergeser dengan tanda beralihnya mata pencaharian
penduduk yang harus beradaptasi dengan situasi dan kondisi desa.

Pegembangan wilayah desa, dikelolah oleh Kepala Desa dengan
, masa jabatan 8 tahun. Perkembangan akhir-akhir ini hanya merupakan

simbol formal bagi kesatuan masyarakat desa. Kelembagaan yang
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mendukung proses pembangunan masyarakat desa seperti yang tennci
sebagai berikut: secara formal tujuannya untuk memﬁantu peiaksana'an
pembangunan masyarakat desa dan organisasi im bersifat non struktural
dibentuklah apa yang disebut dengan LKMD, sedangkan pembintaan yang
diarahkan untuk kelompok ibu-ibu dibentukiah PKK, Hansip, Pramuka,
rukun kematian, kontak tani, kelompok kesenian, kelompok olah raga, KB,
kelompok ibadah. Seluruh lembaga ini dibentuk berdasarkan anjuran
kepala desa dan aparat kecamatan, kecuali kelompok ibadah, kematian
yang dibentuk berdasarkan Kkebutuhan masyarakat itu sendiri, sehingga
yang sering kelihatan dari kesadaran dan kemauan masyarakat adalah
kelompok-kelomopk ini mulai dari pusat sampai pelosok desa. Selain
kelompok diatas, kelompok yang dibentuk dari anjuran pemerintah desa
kurang mendapat perhatian, walaupun sudah berkal-kali disosialisasikan
tapi kurang perhatian dari masyarakat desa, karena bukan merupakan
kebutuhan mereka dan akhirnya mereka kurang mengetahui fungsi dan
kegunaan serta keglatan apa saja yang harus mereka kerjakan hanya

dapat mengetahui dan menyebut lembaga-lembaga tersebut.

Adat Istiadat
Sistim nilai budaya merupakan tingkat yang paling tinggi dan
abstrak dari adat istiadat, karena nilai-nilai budaya merupakan konsep-
konsep mengehai apa yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar

warga masyarakat menguasai apa yang mereka anggap bernilai, berharga.
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dan penting daiam hidup sehingga dapat berfungsi sebagai pedoman yang
memberi arah dan orientasi kepada kehidupan Warga rnasyarakat‘69

Sejak mulanya adat istiadat yang menjadi syarat dalam segalah
aktifitas gerak kehidupan penduduk yang sefalu terikat dengan kehidupan
kuno, seperti tahyul-tahyul bunyi burung, cecak, binatang-binatang haram
seperti ular hitam memotong jalan arah turun atau naik, ibu mengandung
yang bertemu orang cacat, melewatkan tikus ditengah ladang padi atau
sawa, bersin waktu mulai jalan atau muiai sesuatu pekerjaan, hari/jam-jam
haram, duduk di pintu, lisung, bantai, dan lain-lain.

Dengan keyakinan beragama, maka hal-hal diatas sudah makin
pudar karena bertentangan dengan ajaran agama, namun hal yang serba
praktis sebaiknya digali seperti berdiri dipintu, yang sebanarnya bukan
tahyul namun dilarang karena pintu itu jalan untuk masuk dan keluar
orang, juga duduk-duduk d h‘s.ung tempat menumbuk padi, kopi, tepung
dilarang oleh masyarakat adat.

Pemberian salam dari yang muda kepada yang tua, anak kepada
yang dewasa, anak kepada orang tua tiap kali bertemu yaitu : diwaktu pagi
bersalam Siam bae (pagi yang baik), diwaktu siang bertemu Tabea
(tengah hari yang baik), diwaktu malam bersalam Malarm bae (malam yang
baik). Demikian pula untuk orang yang sedang mengandung adat istiadat

setempat untuk menyongsong kelahiran sang bayi yang membantu dalam

* Koentjaraningeat, Kehudayaar Memaliters dan Pembangunan, (Jakarta: Gramedia,
19923, h. 25, .
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proses kelahiran adalah bidan kampung (desa), mereka yang sering
dipanggil untuk keselamatan ibu dan bayi |ahir. Setelah bayi lahir mereka
memotong tali pusarnya lalu sang ayah menggali tanah di sekitar rumah
untuk menguburkan tali pusar. Sesudah kelahiran sang bayi Ibu diberi
minuman / makanan obat-obatan penguat yang terbuat dari ramuan obat
tradisional hingga beberapa bulan. Untuk menghangatkan tubuh bagi bayi
dan ibu disiapkan api dari kayu-kayuan yang telah dikumpul suami
sebelum bayi itu lahir,

Beberapa hari (tiga héri} setelah sang bayi lahir, diben nama
menurut marga ayah, misalnya Waworuntu, Walewangko. Dalam proses
perkembangan selanjutnya sesuai dengan pengaruh agama, maka sang
bayi diberi nama kecil misalnya Yesaya Waworuntu, dan lain-lain.

Sesudah kelahiran, kaum keluarga sepupu dan tetangga datang
menyampaikan selamat kepada suami istri sambil membawa oleh-oleh /
kado, berupa beras, sabun mandi, kain untuk bayi dan lain-lain. Kemudian
pada hari minggu pertama seluruh kaum keluarga pihak suami dan istr
bersama-sama oma, opa dan kaum kerabat/kenaian mereka membawa
kelebihan makanan di rumahnya sebagal penambah makanan yang telah
disediakan keluarga yang bersangkutan sebagai tanda syukuran dan
selamatan mereka bagi keluarga yang bergembira.

Untuk pelaksanaan perkawinan, ini terjadi dari kesepakatan kedua
sejoli dan orang tua dan fihak laki-laki dan perempuan menyetujui maka

proses peminangan dilaksanakan, dengan dihadiri oleh semua keluarga
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saudara pihak ayah dan ibu sera keluarga tetangga diundang kerumah
sang pihak perempuan diterimah oleh kaum keluarga saudara ayah dan
ibu serta tetangga pihak wanita untuk mengikuti acara peminangan.

Acara peminangan yang berperan adalah perantara atau seorang
yang dipercayakan dan mas}ng-masing pihak kaum keluaraga untuk
menyampaikan pesan dan permohonan dari masing-masing fihak keluarga
peminang, sehingga muncul tawar-menawar dart pihak pria atau wanita
berdasarkén pesan yang dipesankan kepada wali tersebul. untuk
mencapal kesepakatan dan kebutuhan selanjutnya. Dan  proses
peminangan (tukar cincin yang dikanal saat ini) sampai pada proses pesta
perkawinan, kedua wali yang dipercaya oleh pihak keluarga pria dan
wanita sangat menentukan informasi yang perlu disampaikan sesuai
dengan kebutuhan keluarga kedua pthak. Demikian pula dalam hal
persiapan pembuatan tenda dan persiapan lainnya yang dibutuhkan dalam
pesta dikerjakan secara goiong royong.

Demikian juga jika ada kematian, maka sekecap saja keluarga-
keluarga tetangga saudara, masyarakat dusun berkumpul segera
menyediakan perlengkapan duka, seperti pembuatan tenda, tukang kayu
membuat peti mayat dan lain-lain. Juga dalam memberikan informasi
kapada seluruh masyarakat desa bahwa ada kematian maka dibunyikan
lonceng dengan sandi ersendiri sebagai tanda kematian, agar diketahui
oleh masyarakat desa. Dan disaat ada kedukaan (istflah yang digunakan

apabila ada yang meninggal dunta) maka masyarakat membawa beras.
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minyak kelapa, ikan, gula dan untuk keperluan oleh kaum keivarga yang
mengalami kedukaan sebagai toleransi masyarakat. Juga pada harn
minggu periama banyak keluarga-keluarga yang datang untuk makan
bersama dengan keluarga yang berduka sambil membawa makanan
selebihnya walaupun keluarga yang berduka menyadiakan makanan.
Kemudian pada hari/malam ketiga, empat pulu hari, dan satu tahun
dilaksanakan acara oleh masyarakat desa seperti acara pada hari minggu
tadi.

Juga hal demikian berlaku pada membanggun rumah, biasanya
masyarakat Desa Kumelembuai dikerjakan dengan cara gotong royong
yang didahului dengan perletakan batu atau tiang dasar. Untuk
menentukan mulainya pekerjaan keluarga masyarakat desa menentukan
hari, jam yang dianggap baik menurut adat setempat. Selesai bangunan
rumah ifu dikerjakan didahilui dengan acara rumambak (Tabisan rumah
baru}). Demikian juga pembukaan ladang pertanian dikerjakan dengan
gotong royng/mapalus sanpai pada panennya oleh sekelompok
masyarakat.

Dengan demikian adat kebiasaan tersebut makin lama makin
tuntur akibat terdesak oleh perkembangan globat dan terpengaru langsung
pada sisi ekonomi. Kebersamaan masyarakat desa dalam melaksanakan
adat kebiasaan itu selaiu memperlihatkan kebersamaan dan gotong
royong mereka yang dapat menunjukkan kepedulian mereka dengan yang

lainnya, namun selalu mereka lidak melaksanakannya mengakibatkan
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jarang bertemu dan kurang merasa satu dalam kebersamaan dan bahkan
gotong royong (mapalus) kadang-kadang sulit untuk dibina.

Seperti hasil penelitian Malinowski dalam Kridawati Sadhana,™
dikemukakan bahwa sistem tukar menukar kewajiban dan benda dalam
banyak lapangan kehidupan masyarakat, baik penukaran tenaga dan
benda dalam pangan produksi serta ekonom'i, sistem penukaran kewajiban
pada waktu upacara-upacara agama, adat merupakan daya pengikat dan
daya gerak dari masyarakat. Sistem menyumbang untuk menimbulkan
kewajiban membalas itu merupakan prinsip dari kehidupan masyarakat
kecil yang disebut princip of reciprocity atau prinsip timbal balik.

Jiwa gotong royong ini berdasar pada aktifitas tolong menolong dari

.kerja bakti yang merupakan gejala sosial dalam masyarakat desa,
pertanian dan komunitas kecil. Sistem ini merupakan suatu teknik
pengerahan tenaga yang tidak-memerlukan diferensiasi tenaga sehingga
semua terlibat dalam penyelesaiannya.’ Prinsip kegotongroyongan di atas
cenderung berubab sejalan dengan perubahan yang terjadi dalam
masyarakat seperti halnya di desa Kumelembuai yang penduduknya
sebagian bgsar sudah meninggalkan sextor pertanian. Perubahan itu
terjadi sebagyai dampak dari meningkatnys pendidikan dan ketrampilan

khusus masyarakatnya, sehingga pekerjaan merekapun sudah bervariasi.

™ Kridawati Sadhana, Prilaku Negosiasi Sebagai Upaya Strategi Adaptasi Kepala desa
dalam Struktur Birokrasi Pemenmiahan Desa: Kajian Tentang Interaksi Sosial Antara Penguasa
Formal dengan Pelaku-Pelaku Masyarakat Pada Aras Rastonal Fenomenologi, fisertass, (Surabaya:
Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 1997), b, 125

" Koentjaraningrat. Beberapa Pokok Antropolagi Sosial, (Jukarta: Dian Rakyat), h. 25
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Sedemikian kuatnya pergeseran yang menimpa masyarakat transisi ini
sehingga hakeket hidup, karya manusia, kedudukan. manusia dalam
waktu, hubungan manusia dengan alam sekitar, hubungan manusia
dengan sesamanya, menjadi dasar dalam kehidupan manusia yang

mempunyai landasan bervariasinya beberapa sistem nilai budaya.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Keberhasilan suatu kegiatan amat tergantung oleh ketepatan
pengorganisasian, sistem kerja yang dijalankan dan unsur-unsur
penduduknya, yaitu mutu orang-orangnya serta sarana-sarana yang
diperlukan. Keadaan demikian diperiukan juga dalam penyelenggaraan
pemerintahan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan efektif dan
efesien dapat diwujudkan.

Disamping itu, perkembangan wilayah pedesaan bukan semata-
mata keberhasilan peningkatan usaha-usaha dalam suatu bidanhg
pertanian atau perindustrian kecil, pendidikan atau kesehatan, namun
adanya keberhasilan menyeluruh dengan memperhitungkan “potensi
manusia dan wilayah” yang merupakan sarana utama pembangunan
pedesaan sehingga tercapai pembangunan ilingkungan dan manusia di
pedesaan secara utuh.

Sejalan dengan itu, dalam penyelenggaraan pemérintahan desa
diperlukan suatu organisasi pemerintahan desa yang mempu

menggerakkan masyarakat untuk meningkatkan partisipasinya dalam
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pembangunan desa, karena tujuan pembanguna masyarakat desa, pada
intinya telah meningkatkan masyarakat desa kepada dinamika alam
kemajuan, terutama dalam arli cara berpikir dan penyelesaian masalah
secara lebih maju dan dinamis, serta menyelenggarakan administrasi desa
yang lebih efektif.

Dalam hubungan ni, adanya pranata aturan-aturan yaitu dalam
pemerintaban desa yang secara seragam memberikan arah social change
yang dihendaki dalam pemerintahan desa. Menurut Urgrasena,
penyeragaman tersebut dianggap periu dilakukan karena aturan semacam
itu merupakan peningalan sistem pemerintahan kolonial. Dalam
penyeiengaraan pemerintahan desa era kolonial tidak seragam sehingga
pemerintah Orde Baru memandang periu diadakan perombakan. Hal itu
dilakukan karena mekanisme semacam itu dianggap tidak dapat
mendorong masyarakat desa untuk tumbuh kearah kemajuan yang
dinamis.”®

Akibatnya desa dan pemerntahannya yang bentuk dan coraknya
beraneka ragam dan memiliki cirn-cin tersendiri terkadang dilihat sebagai
hambatan :dalam pembinaan dan pengendalian yang intensif dalam
peningkatan taraf hidup masyarakatnya. Pada umumnya ditingkat

pemerintahan pusat, keadaan semacam ini dianggap pula sebagai faktor

™ Ugrasena, “ Pemerintahan [esa dan Otonomi Daerah: Langkah Awal Kepada Kearifan
Tradisional 7.7 Awerlises CSIN Fahun X X1V, No. 6 Nopember- Desember. 1995 (Jakarta CSIS). h

456
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vang dapat menghambat penyelenggaraan kesatuan penyelanggaraan
pemerintahan.

Pada desa lokasi peneiitian, sistem pemerintahan desa diatur
sesuai dengan struktur pemerintahan desa menurut UU Nomor § tahun
1979, yaitu . LMD, Kepala Desa, Sekertaris Desa dan Kepala-kepala
Dusun, juga ada 5 (lima ) kepala urusan yang masing-masing dibantu oleh
1 (satu) grang pembantu Kepala Urusan (Kaur) yaitu :

- Urusan Pemernintahan
- Urusan Keuangan

- Urusan Pembangunan
- Urusan Kesejahtraan

- Urusan Umum
Sedangkan Kepala Dusun (Kasun) ada S (lima), karena itu wilayah desa
penelitian ini mancakup lima dusun.

Pada dasarnya UU No 5 tahun 1979 ini hanya mengatur desa dari
segi pemerintahan dan tetap mengakui ketentuan masyarakat hukum adat
dan kebiasaan yang' masih hidup sepanjang dapat menunjang
kelangsungan pembangunan dan ketahanan bangsa, oleh karena itu ada
kejanggalan dalam pelaksanaannya, dalam kenyataan kehidupan di dasa,
akhirnya hanya hal-hal atau kegiatan yang bersifat seremonial dan yang

berkaitan dengan adat budayalah yang boleh dilakukan oleh kesatuan

hidup tingkat desa.
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Hal ini nanpak dalam hal proses pemilihan Kepala Desa, penentuan
prioritas pembangunan desa, pembuatan perencanaan desa dan sumber-
sumber keuangan desa dan ini semua merupakan suatu simbol yang
nanpak  dalam proses pelaksanaan pemerintahan yang seringkali
berbenturan dengan kehendak dan keinginan masyarakat desa setempat.

Pemerintahan desa adalah keseluruhan kegiatan yang dijalankan
oleh pemerintah desa Wewenang dan kewajiban pemerintahan desa
manifestasinya tercermin dalam tugas pokoknya yang harus dilakukan
yaitu :

- Menyelenggarakan rumah tangga desa sendiri.

- Ményelenggarakan urusan pemerintahan umum, pembangunan dan

. pembinaan masyarakat.

- Meningkatkan swadaya gotong royong masyarakat yang merupakan
sendi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pemerintahan desa merupakan satu-satunya instansi pemerintahan
desa, karena itu pemerintah desa, merupakan tumpuan sendi kegiatan

pemerintahan yang masuk desa.
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BAB V
HEGEMONI NEGARA DALAM PROSES PEMILIHAN

KEPALA DESA

Untuk mengetahui hegemoni negara dalam proses pemilihan kepala
desa, pada bab ini akan dikemukakan data temuan tentang hegemoni
negara dalam proses Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Minahasa,
khususnya di Desa Kumelembuai Kecamatan Motoling. Hegemoni negara
yang terjadi pada setaiap lahapan kegiatan pelaksanaan pemilihan kepala
desa, yang meliputi | Pembentukan panitia, tugas panitia pemilihan,

penetapan calon kepaia desa, pemungutan dan perhitungan suara.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Pada pelaksanaan pemilihan kepala desa meliputi empat kegiatan

masing-masing sebagai berikut:

1. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Désa.

Proses pelaksanaan pemilihan kepala desa Kumelembuai
kecamatan Motoling didahului dengan pembentukan panitia pencaionan
dan pelaksana pemilihan kepala desa. Sehubungan dengan berakhirnya
masa jabatan kepala desa, maka Camat selaku kepala wilayah
menyampaikan hal itu kepada Bupati dan mohon petunjuk untuk proses

‘selanjutnya. Permohonan itu dimaksutkan agar Bupati KDH Tk. |l
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Minahasa, segera mengambil langkah-langkah antara lain dengan
mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang pembentukan panitia
pemilihan kepala desa. Adapun susunan panitia dimaksud terdiri dari
Panitia Pencalonan dan Pelaksana Pemilihan Kepala Desa, Panitia
Pengawas, dan Panitia Peneliti dan Penguji, dimana Camat duduk sebagai
Ketua Panitia dan Pengawas.

Camat selaku ketua panitia pemilihan kepala desa, membentuk
panitia teknis tingkat desa. Penetapan susunan panitia tersebut diambil
meilalul rapat Lembaga Musyawarah Desa (LMD), yang dipimpin oieh
kepala desa, sebagai Ketua LMD,

Pembentukan panitia pemilihan kepala desa, di desa Kumelembuai
tersebut menimbulkan reaksi dan tanggapan dari kalangan masyarakat
terutama dan tokoh masyarakat yang dikena!l kritis terhadap pemerintah
desa, antara lain WL menuturkan :

Panitia pendaftaran dan pelaksana pemilihan kepala desa,
sebagaimana yang sudah terbentuk bahwa panitia tersebut adalah
panitia yang hanya ditentukan tanpa proses demokrasi. Hal ini
terlihat pada susunan panitia dengan ketua panitia adalah WK,
yang pekerjaannya adalah Pegawai Negeri Sipii (PNS). Sebab
menurut WL, tentu ia dapat mengikuti apa yang disarankan oieh
pemerintah. " {(Wawancara 6 Nopember 2000).

Pendapat yang disampaikan WL di atas juga dibenarkan KL saiah
satu anggota panitia pelaksana pemilihan kepala desa, mengatakan

"Datam rapat LMD, tidak banyak pembicaraan... tapi Ketua LMD

langsung menyarankan untuk meantukan WK sebagai ketua panitia,

dan kami yang hadir langsung disarankan menerimah. Juga yang

hadir pada rapat pembentukan panitia ada yang darn Kecamatan,
sebagal utusan camat. (Wawancara 7 Nopember 2000)
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Ketika hal ini peneliti konfirmasikan dengan ketua panitia terpilih beliau
menyatakan:

“Dalam rapat LMD penentuan panitia pelaksana pemilihan kepala

desa, pembicaraan untuk menetukan sebagai ketua panitia itu

disarankan oleh kepala desa dan saya menerima saja selaku ketua
panitia sebab alasan mereka memilih saya karena saya dianggsap
mampu melaksanakan tugas sebagai ketua panitia pelaksana

_pemiilhan kepala desa dan lebih mengerti seluk beluk pemilihan

apalagi saya adalah pegawai negeri”. (Wawancara, 9 Nopember

2000).

Walaupun WK sudah terpilih sebagai ketua panitia, namun ada
ketidakpuasan sebagian warga desa dan ada rasa kecurigaan adanya
keberpihakan dalam pembentukan susunan panitia pelaksana pemilihan
kepala desa. Hal itu sebagaimana dikemukakan oleh WN salah satu
tokoh masyarakat desa kumelambuai, mengatakan :

“Ditentukannya WK sebagai ketua panitia pelaksana pemilihan

kepala desa, karena ia adalah pegawai negeri tentu (sia mekiitke

sapa cua e pakiiten) ia dapat dipengaruhi oleh pemerintah dalam hal

panentuan calon kepala desa”. (Wawancara, 9 Nopember 2000).

Seianjutnya untuk memperlancar pelaksanaan pemilihan kepala
desa, maka pertu diuraikan tugas dan kewenangan panitia pemilihan
berdasarkan ketentuan (SK Bupati) sebagai bernkut.

2. Tugas Panitia Pemilihan

Berdasarkan Permendari Nomor 6 tahun 1981, tugas panitia

meliputi 10 (sepuluh) kegiatan muiai dari kegiatan pendaftaran pemilih
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sampai képada kegiatan membuat berita acara pemilihan dan perhitungan
suara.”> Adapun pelaksanannya adalah sebagai berikut :
Setelah panitia pemilihan kepala desa terbentuk, panitia selanjutnya
mengumumkan kepada masyarakat bahwa mengingat masa jabatan
kepaia desa sudah berakhir maka akan dilaksanakannya Pemilihan Kepala
Desa. Pengumuman panitia tersebut dimaksudkan untuk membuka
kesempatan bagi masyarakat siapa yang bersedia untuk mencaionkan diri
sebagai baka! calon kepala desa.
Pendaftaran bakal calon kepala desa sudah ditentukan oleh panitia
pemilihan kepala desa selama satu minggu. Penentuan batas waktu oileh
panitia untuk bagi masyarakat desa yang bersedia mencalonkan diri
sebgai bakal calon kepala desa oleh beberapa warga desa wakiunya
dianggap sangat sempit, sebagaimana pendapat MM, selaku Ketua
Karang Taruna desa Kumelembuai, menyatakan :
“...Se panitia anioh maweeh waktu colek, end se masalek wooh
cemalon sera awean an doong e tow., (Panitia pemilihan kepala
desa hanya menentukan waktu singkat {satu minggu), dan
menurut MM masith  banyak masyarakat yang bersedia
mencalonkan diri untuk bakal calon kepala desa tapt karena
waktunya sangat sempit, maka orang tersebut berada diluar desa
tidak bisa mengetahu: informasi tersebut. (Wawancara, 11
Ncpember 2000}).

Penentuan wakiu yang singkat, dibenarkan cleh ketua panitia pelaksana

proses pemiiihan kepala desa, mengemukakan :

"Waktu yang ditentukan oleh panitia ia membenarkan, karena waktu
pendaftaran hanya saiu minggu hal ini sesuai penyampaian oleh

™ Lihat Permendagri No 6 Tahun 1981, Bab 1V Pasald b 40, (Kearttor Bapati KDH, (k1
Minahiaary, 2000,
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Camat kepada kami sebagai ketua pelaksana pemilihan kepala
desa, sebab menurut ketua panitia proses pemilihan kepala desa
dapat dipercepat.

{(wawancara, 14 Nopember 2000).

Setelah batas wakiu seminggu untuk mendaftarkan diri sebagai
calon sudah berakhir, maka yang sempat mendaftar sebagai bakal calon
, " kepala desa hanya satu orang, sebagaimana dikemukakan oleh WK,
ketua panitia pelaksana pemilinan, mengatakan :

"Karena hanya satu orang yang mendaftar, kami mengkonsultasikan

kepada Camat selaku ketua panitia pengawas, dengan hasil

konsultasai wakfuy pencalonan bakal calon kepala desa

diperpanjang satu minggu”. {(Wawancara, 19 Nopember 2000)

Mengingat bakal caion yang mendaftar hanya 1 (satu} orang
sementara dalam ketentuan menyatakan mininal 5 orang, maka diadakan
perpanjangan waktu satu minggu lagi, akhimya didapat 9 (sembilan)
orang. Selanjutnya ketua panitia menghubungi kesembilan bakal calon
tersebut untuk melengkapi berbagai persyaratan administrasinya untuk
diajukan ke tingkat atas. Dari sembilan bakal calon yang terdaftar untuk
melengkapi persyaratan yang disarankan oleh panitia pelaksana pemilihan
kepala desa sampai batas waktu yang ditentukan, ternyata yang
melengkapi persyaratan adminstrasi sebagai syérat calon kepala desa
untuk diajukan kepada panitia peneliti dan penguji hanya 7 (tujuh) orang.
Adapun ketujuh bakal calon tersebut yaitu :

1. David Lutam tercatat sebagai tokoh masyarakat.

2. Welli L. Winerungan tercatat sebagai Pensiunan ABRI.

Tesis Sistem Pemilihan Kepala ... Maxi Ventje Keintjiem



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

3. A.J. Saroinsong tercatat sebagai tokoh masyarakat.

4. Ny. M. Mawicere-Pangkey tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
5. A Q. Lombok tercatat sebagai tokch masyarakat.
6. E.J. Assa tercatat sebagai pengusaha.
7. Paul Lombok tercatat sebagai mantan kepala desa

Panitia Pencalonan dan Pelaksana Pemilihan, selanjutnya meneiiti
lebih lanjut persyaratan administrasi' dari ke tujuh bakal calon kepala desa,
selanjutnya dapat diajukan kepada Bupati Kepala daerah Tingkat I
Kabupaten Minahasa, melalui camat Motoling. Berikut hasil wawancara

dengan JP selaku panitia pencalonan pelaksana pemilihan, sebagai

berikut :

* Hasil penilaian yang telah dilakukan lebih lanjut dan saksamam,
maka panitia pencalonan dan pelaksana pemilihan mengambil
keputusan bahwa dari ketuju bakal calon kepala desa di desa
kumalembuai dapat diteruskan untuk diajukan kepada Bupati
Kepala Daerah Tingkat It Kabupaten Minahasa, untuk penilaian dan
pertimbangan selanjutnya keberadaan bakal calon-calon kepala
desa tersebut. (Wawancara, 21 Nopember 2000}

Pendapat ini dibenarkan oleh AJ selaku bakal calon kepala desa,

dengan mengatakan bahwa ;

" Ketuju bakal calon kepala desa Kumelembuai, secara administratif
oleh panitia pencalonan dan peiaksana pemilihan dapat diteruskan
untuk diajukan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat Il Kabupatenr
Minahasa, dengan melalui pertimbangan Camat Motoling sebagai
Panitia Pengawas. Dan selanjutnya dilakukan seleksi pada tingkat
Kabupaten”. (Wawancara, 21 Nopember 2000}

Adapun pengajuan ketujuh bakal calon kepala desa, dengan disertai

kelengkapan administrasi yang-lenkap diajukan kepada panitia kecanatan.
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Hai ini dibenarkan oleh Drs Oskar Rindorido sebagai Kepala Bidang
Pemerintahan Desa kecamatan motoling menjelaskan :

“Panitia pendaftaran dan pelaksana pemilihan kepala desa.

mengajukan berkas kelengkapan persyaratan administrast dari

ketuju bakal calon kepala desa, diadakan penelitan kembali berkas-
berkas calon tersebut oleh panitia pengawas dan selanjutnya
diajukan kepada Bupati Minahasa untuk dapat diproses

selanjutnya”.(VWWawancara, 23 Nopember 2000)

Setelah berkas bakal calon diterima lengkap, Panitia Pengawas
mengajukannya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat I Kabupaten
Minahasa untuk menetapkan sebagai Caton.

Prosas seleksi ditingkat Kabupaten, panitia peneliti dan penguji
terlebih dahulu memberikan pengarahan kepada bakal caion kepala desa
yang diajukan tersebut, guna mempersiapkan segala sesuatu yang
berkenaan dengan pelaksanaan. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan
oleh Bapak Sumampow sebagai sekretaris panitia peneliti dan penguji,
menjelaskan .

"...Sébelum proses seleksi dari ketujuh bakal calon kepala desa

diberikan pengarahan, khususnya persiapan untuk pelaksanaan

seleksi serta untuk penetapan calon kepala desa, serta hubungan
dengan penetapan anggaran, dan itu diserahkan sepenuhnya atas

kesepakatan antara ketujuh bakal calon”. (Wawancara, 23

Nopember 2000).

;Sebagai calon yang mengharapkan dapat terpilih, maka calon melakukan
| berbagai cara/upaya dengan harapan mereka dapat menank perhatian dan
hal dimaksudkan sebagai restu agar mendapat dukungan dari pejabat

pemerintah, seperti yang dinyatakan WP sala seorang bakai calon kepala

desa ketika diwawancara mengatakan :

Tesis Sistem Pemilihan Kepala ... Maxi Ventje Keintjiem



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
77

"... Sebelum diputuskan wooh an seleksi aniok yaku kemesot
garanku situ wooh yaku mere sekafuusan se tow ang kabupataen
{menurut calon tersebut ia mengharapkan dalam selakst namanya
keluar sebagai calon, sahingga ia berusaha untuk mencari kenatan
pada pejabat tingkat kabupaten)....”.(Wawancara, 24 Nopember
2000)

Selama proses penentuan fulus tidaknya ketujuh bakal calon
kepala desa, di tengah masyarakat muncul keraguan terhadap sala satu
calon yang mengikuti seleksi untuk calon kepala desa yang diajukan
panitia pelaksana pemilihan menurut mereka karena yang bersangkutan
pernah diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir, sebagaimana yang

disampaikan oleh BL sebagai tokoh masyarakat desa Kumelembuai,

mengatakan :

‘... Ase pitu ai rorok eh petugas, esa wo'oh calon raca keem ammi
sia kuak aca gaga doon sia maperenta wo mapake in doif eh roong,
end sia aifumpah aca gaga, aipe makapu si an masa patawoyenna
ampemerenta. wo yaku ampemerenta annya mamuali kapala jaga,
{(Dari ketujuh calon yang digjukan oleh panitia pemilthan kepala
desa, satu calon yang menurut ia {masyarakat desa) tidak
disenanggi karena calon tersebut pada wakiu ia sebagai kepal
desa melakukan hal yang tidak baik serta mengunakan uang kas
desa, dan masa jabatan sebagai kepala desa diberhentikan
sebelum jabatan kepal desa berahir, dan BL mengatakan wakfu itu
ia sebagai kepala jaga). (Wawancara, 24 Nopember 2000)

Hal ini juga dibenarkan oleh AS salah satu bakal calon kepala desa,

mengatakan :

* Pada wakiu masa jabatan kepala desa bersangkutan
diberhentikan dengan tidak sopan, dan diberhentikan sebelum masa
jabatan berakhir sebagai kepala desa. Keputusan ini muncul dan
desakan sebagian besar masyarakat desa agar yang bersangkutan
diberhentikan sebagai kepala desa. Usul itu mereka ajukan kepada
Camat Motoling, dan akhirnya keluarlah SK pemberhentian dari
Bupati Kepala Daerah Tingkat 11 Minahasa”. (Wawancara, 25
Nopember 2000}.
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Walaupun beredar rumors dalam masyarakat tentang dirinya (PL).
tetapi PL tetap berusaha melakukan pendekatan ke tingkat atas dan
berusaha meyakinkan lagi Panitia tingkat atas sehingga dapat lolos dari
tahap seleksi, sebagaimana penuturan AJ salah satu calon kepala desa,
mengatakan :

"...Curiga terhadap PL sebagai bakal calon, ia sering bepergian baik

ke kecamatan, kabupaten dan bahkan ia sering melihat yang

bersangkutan mengunjunggi rumah WP, dimana WP diketahui
adalah Asisten Il (bidang Administrasi dan Umum) pada kantor

Gubernur. WP berasal dari desa tetangga di kecamatan

motoling...”. (Wawancara, 25 Nopember 2000).

Bagaimana proses pemilihan calon kepala desa Kumelembuai selanjutnya

dapat dijelaskan dalam uraian berikut ini.

3. Penetapan Calon Kepala Desa

Setelah proses seleksi bakal calon kepala desa dilakukan cleh tim
penefiti dan penguji di tingkat desa, selanjutnya disampalkan kepada
"Camat selaku ketua panitia pemilihan. Penetapan bakal calon dimuat
dalam Berita Acara yang dibuat oleh Panitia tingkat desa sefaku
penanggung jawab untuk diumumkan oleh Camat kepada masyarakat
desa bersama panitia teknis tingkat desa.

Untuk penentuan lulus tidaknaya bakal calon kepala desa yang

diajukan panitia pencalonan dan pelaksana pemilihan kepala desa apakah
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SOSPOL khususnya tim penyelidik bakal calon kepala desa atau disebut
bersih din, berdasarkan penjidikan berkas atau pribadi seseorang caion
penjidik punya kesimpulan untuk menyatakan lulus atau tidak. apa yang
dikemukan oleh salah satu tim penyidik DL mengatakan:
“..mereka fnelakukan pemeriksaan berkas dan bakal calon kepala
desa atas petunjuk yang sudah ditetapkan, namun apa yang
mereka kerjakan lebih banyak ditentukan oleh tim dari Bupati dari

pada tugas apa yang kami simpulkan...”.(Wawancara, 27 Oktober
2000)

Pendapat ini dibenarkankan oleh AP selaku kepala tata usaha
Sosial politik mengatakan bahWa:

*..apa yang kami lakukan sehubungan dengan caion kepala desa

dimana bhasil penyidikan litsus bukan lembaga kami yang

memutuskan, melaikan dipihak panitia kabupaten

(bupati})....”. (Wawancara, 27 Oktober 2000)

Dari bakal calon yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala
desa, yang diajukan oleh panitia teknis kepada panitia penguji melaiui
camat, peneliti menemukan lagi tentang adanya isu kedekatan PL dengan
Panitia, dimana yang bersangkutan sudah pernah manjabat hukum tua,
tapi pernah diberhentikan sebelum massa jabatannya berakhir, sehingga
yang bersangkutan tidak akan lulus lagi dalam seleksi bakal calon
pemilihan kepala desa, tentang hal ini sebagaimanan dikemikakan BL
tokoh masyarakat desa Kumelembuai menyatakan:

*.. yang bersangkutan pasti tidak lulus daiam seleksi, karena fakta

menunjukkan adanya krisis kepercayaan dari masyarakat, ... jadi

apa jadinya desa ini kalau dia terpilih lagil...” (wawancara 22
Nopember 2000).
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Setelah diumumkan dari ketujuh yang diajukan selanjutnya
mengikuti ujian seleksi dan kesemuanya diyatakan Iulus. Bahkan calon
(PL) yang diduga tidak akan lulus justru namanya juga ada, walaupun
menempati ranking terakhir dan pengumumannya menyusul tdak
bersamaan dengan keenam caion lain, sebagimana dibenarkan AJ salah
satu calon kepala desa, mengatakan :

“...Usahanya berhasil, karena ia diluiuskan dan pengumuman bagi

calon tersebut tidak bersamaan dengan pengumuman mereka,

sehingga  bagi MM ada sesuatu maksud  dibalik

tersebut..."(Wawancara, 26 Nopember 2000)

Untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi serta apa
pertimbangan yang diambil oleh panitia sehingga ketujuh calon itu
semuanya lulus, maka peneliti melakukan pencanan data melaiui
wawancara dengan MM salah satu calon kepala desa, mengatakan :

‘Bahwa ternyata apa yang ia perhatikan dalam proses seleksi,

bersangkutan punya kedekatan dengan kepala Bagian

Pemerintahan Desa Kabupatan Minahasa, dan ternyata hubungan

calon tersebut diluluskan. (Wawancara,26 Nopember 2000)

Hal yang sama seperti dikatakan oleh ketua panitia pelaksana pemilihan
kepala desa pada saat di wawancara 1a mengemukakan ;

"Bahwa bersangkutan memeng sudah disiapkan untuk menjadi

cafon dan diusahakan terpilih dalam pemilihan kepala desa.

Sehingga dalam proses seleksi yang bersangkutan menjadi

perhatian tim seleksi sebab fitipan dari Provensi ke pada Kepala

Bagian Pemerintahan Desa, serta camat {urut berperan agar

bersangkutan akan terpilih dan saya (ketua panitia) sudah adea surat

untuk saya turut berperan, agar calon yang dimaksut terpilh manjadi

kepala desa la (Ketua Panttia}) sebagai pegawai negeri tentu
berusaha titipan itu terpiih™. (Wawancara, 27 Nopember 2000}
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Cara yang ditakukan oleh ketua panitia, pada saat kampanye
bergulir dengan menampilkan pendukung-pendukung calon kepala desa
berupaya agar calon-calon mereka dipilih masyarakat desa dengan
memprogandakan pribadi calon-calon serta menjetaskan pada masyarakai
program-program jika calon mereka terpilih. Dan bahkan saya sebagai
ketua panitia pelaksana berusaha agar calon yang menurut ketua panitia
sebagai ‘titipan’ Provinsi, sebagaimana yang dikemukakannya pada saat

diwawancara bahwa:

"Sebelum pemilthan pada han yang ditentukan dalam penentuan
tanga gambar, bagi yang bersangkutan diedarkan lebih dahulu
dengan cetak lebih banyak, sesuai pula yang diperoieh dalam
perolehan suvara berjumlah 658 suara. Jumlah suara yang
diperoleh berdasarkan jumlah kartu suara yang diedarkan sebelum
pelaksanaan pemungutan suara disertai sesuatu kode pada sudut
kanan bawah dicantumkan pnama calon yang dimaksud.
{Wawancara, 27 Nopember 2000)

Tarik menarik kepentingan (bargaining polittk) antara  aparat
kecamatan dan masyarakat terus bergulir apalag: ada salah seorang
pendukung yang berasal darn desa kumelembuai ada yang bekerja pada
kantor Gubernur Tingkat |, seperti dikatakan WP adalah tokoh masyarakat

desa yang diwawancarai mengemukakan :

“ Sera ma wall-wali magukur lalan anico, wo temembus an lalan
wale ure cuasera aspalen eh P.U, minahasa soalnya se maukur in
lalan tou eh calo era, asal se pilin eéh tou si calon tah (Jalan yang
diukur bersama-sama olah P.U, Minahasa dan ada anggota
masyarakat asal desa yang bekarja sebagai pegawai nageri diluar
desa, jalan yang di ukur menghubungkan jalan kampung lama dan
yang turut mangukur adalah calon mereka, dan jalan itu diaspal
iika calon mereka dipilih cleh masyarakat ). (Wawancara, 27
November 2000)
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Apa yang dilakukan oleh oknum pegawai PU dan anggota masyarakat
tersebut diatas adalah sebagai respon mereka agar supaya calon titipan
yang menjadi tarik menarik maéyarakat desa Kumelembuai dan Pemeritah
atasan dapat dipilih masyarakat.

Dari ketujuh bakal calon yang diajukan paniba pelaksana proses
pemilihan dinyatakan lulus dalam selaksi, sehingga calon-calon tersebut
mempunyai hak untuk dipilih dalam proses pemungutan suara oleh
masyarakat desa. Masing-masing calon disiapkan tanda gambar oien
panitia pelaksana proses pemilihan diperoleh berdasarkan undian,

sehingga masing-masing calon menggunakan tanda gambar.

4. Pelaksanaan Pemungutan'dan Penghitungan Suara.

Pelaksanaan pemungutan dan penghitingan adalah bagian yang
sangat penting dari proses penetﬁan calon kepala desa. Jaminan
kerahasiaan bagi bemi!ih dalam pemungutan suara sangat diperlukan
dalam perwujudan demokrasi. Sebelum pelaksanana pemungutan suara
masing-masing calon sudah ditentukan tanda gambar. Adapun tanda
gambar yang disiapkan paniia pelaksana pemilihan kepala desa
berdasarkan undian diperoleh calen-calon dengan masing masing sebagai
berikut :

1. David Lutam dengan tanda gambar jagung
2. W.L. Winerungan dengan tanda gambar pad

3. A J. Saroinsong dengan tanda gambar pisang
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4, Ny. M. Mawitjere-Pangkey dengan tanda gambar kelapa
5 A.Q. Lombok dengan tanda gambar cengkeh

6. £.J. Assa dengan tanda gambar nanas

7. Paul Lombok dengan tanda gambar faniii.

Pelaksanaan pemungutan suara, panitia pelaksana pemilihan
. kepaia desa mempersiapkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang
ditempatkan pada Jokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat desa dan
ditempatkan di tengah desa.

Sehari sehelum pelaksénaan pemugutan suara, muncul tanggapan
dari sebagian masyarakal desa terhadap calon yang lain, mencurugai
salah satu calon dimana pada malam hari menjeléng pelaksanaan
pemungutan suara, panitia tingkat atas datang dan nginap di rumah salah
satu calon, seperti yang dikatakan AL sebagai calon kepala desa,

mengatakan :

"Oknum Kepala Bagian Pemerintahan Desa Kabupaten Minahasa,
sebelum pemungutan suara berlangsung, beliau datang dan
menginap bermalam pada salah seorang caion PL...". (Wawancara
24 Nopember 2000).

Dengan kehadiran oknum Aparat Kabupaten datang lebih awal dari
jadwai proses pelaksanaan pemungutan suara, sebagaimana yang
dikemukakan WK sebagai ketua pelaksana pemilihan kepala desa,
menyelaskan :

"...Sta remior may an doong ami mai me'eh lalan asi a, kailekanna

yaku makilt sia kemua kamu muntung kemala ase kapute calon,

(oknum tersebut hadir mendahului proses pemungutan suara.

dimana ia memberikan cara atau petunjuk kepada pendukung
terutam mereka yang ditugaskan secara khusus berperan dalam
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pemungutan suara besok han, dengan maksud agar supaya dapat
mengalahkan calon lain ".(Wawancara 28 Nopember 2000) (...
pernyataan ini disampaikan oleh ketua panitia kepada penelit,
sebab saya pendukung calon tersebut juga berupaya untuk
memenagkan dia ..")

Polaksanaan pemungutan suara di desa Kumelembuai
dilaksanakan sesuai jadwal yang ditletapkan panitia pemilihan kepala
desa. Pelaksanaan pemuhgutan suara dihadiri oleh Kepala Bagian
P_embangunan Desa Setwilda Tingkat |l Minahasa, Staf Sosial Politik Kab
Minahasa, Kapolsek Kecamatan, Panitia -Pengawas dan staf dari

Kecamatan Motoling

Pada saat pemungutan suara berlangsung terjadi persoalan, bagt
masyarakat yang belum terdaftar yang ingin melakukan hak pilih, juag
permasalahan lain muncul akibat ksterlibatan aparat Kecamatan,
sebagaimana yang dikatakan Bl sebagai tokoh masyarakat desa,

mengatakan ;

‘...Pelaksanaan pemungutan suara menurut BL, Staf Aparat
Kecamatan turun berperan mengatur pemili serta melibatkan dir,
jika pemili ragu ragu masuk ke ruang penceblosan digiring mereka
dan bahkan jika pemili yang dianggap orang tua, langsung digiring
mereka dan hal ini menurut saya melanggar hak rahasia seseorang
dalam menentukan pelihannya. Hal tersebut saya lapor pada aparat
keamanan dan juga pada panitia pemilthan, tapi tidak di indahkan
oleh petugas. Malah saya disampaikan itu biasa sajak.”
(Wawancara,25 Nepember 2000)

* Hal ini juga dibenarkan oleh WL caion kepala desa, menyelaskan bahwa:

"Saya melihat adanya upaya aparal Kecamatan yang berusaha
mempengaruhi pemili untuk memenangkan calon tertentu, dengan
cara mereka melibatkan diri pada pemili-pemili tertentu untuk
diginng ke tempat penceblosan suara masuk bersama
pemili__,"(Wawancara,25 Nopember 2000)
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Pemungutan suara berlangsung, persoalan khususnya warga desa
yang belum terdaftar sebagai pemili untuk menggunakan hak mereka oleh
panitia tidak diperkenankan untuk menggunakan hak pilihnya. Hat ini
sebagaimana dikatakan oleh AL salah satu tokoh masyarakat,

' mengemukakan:

“Masih beberapa orang warga yang tidak manggunakan hak pilihnya
pada pemilihan kepala desa, hanya disebabkan tidak terdaftar
terlebih dahulu sebagai pemilih. Hal ini warga masyarakat yang
tidak terdaftar karena panitia tidak mengunjungi mereka,dan warga
masyaratkat tersebut bekerja seharian sebagai pembuat gula areng
dan bahkan mereka sering menginap tinggal di kebun dan ada
masyarakat yang kurang pengetahuannya, sehingga tidak
memahami jika dalam pemungutan suara harus terdaftar teriebih
dahulu pada panitia pemiiihan kapala desa" {Wawancara, 28
Nopember 2000)

Dengan tidak menggunakan hak pilih sebagian warga desa dalam
proses pemilihan kepala desa, sebagaimana yang dikemukakan oleh
beberapa warga desa yang diwakili oleh, RM ketua kelompok tani,
mengemukakan:

“..Saera mekeilek sei waya se raipe ca daftar se tou indoong kumiit

tumusuk, wo saera woch mai tumoop cita seraipa ai catat,

Seharusnya penitia mengetahui siapa-siapa dari warga desa yang

belum terdafitar sebagai pemili, dan sebagai panitia harus

menghubungg warga desa tersebut. (Wawancara, 28 Nopember

2000) '

Pemungutan suara berlangsung dengan diakhir perdepatan dari

sebagian masyarakat pemilih yang memprotes kepada panitia pelaksana

dan cara-cara aparat kecamatan yang terlibat langsung, sebagaimana
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'yang dikemukankan oleh ketua pania pelaksana pemilihan kepala desa,

mengatakan:

“Saya membenarkan itu terjadi, sebab keterbatasan saya sebagai
ketua panitia. Namun pendukung calon tertentu, baik aparat tingka
Keecamatan maupun pendukung di desa terhadap calon meraka
membuat mereka melakukan hal itu. Perdebatan tersebut dapat
diatasi oleh aparat keamana “.(Wawancara, 28 Nopember 2000)

Situasi desa Kumelembuai selesai proses penghitungan suara pada

malam harinya, terjadi perdebatan diantara Panitia Pelaksana proses

pemilinan Kepala Desa dan bahkan calon yang memenangkan pemilihan

kepala desa juga menjadi sasaran bagi sebagian masyarakat yang tidak

menerimah kemenangan yang diperolehnya dari hasil pemungutan suara

Hal ini terjadi beberapa hari sesudah pemilihan dilaksanakan, sehingga

rumah dari calon yang menang menjadi korban pelamparan.

Proses perhitungan suara disaksikan oleh wakil-wakil dari masing-

masing calon Kepala Desa. Dari catatan Berita Acara Pemilihan, keadaan

pemilih di desa Kumelembuai menunjukkan bahwa:

Jumiah pemilth yang terdaftar sebanyak - 1196 orang
Pemilih yang menggunakan hak pilih - 1096 orang
Kartu suara yang dinyatakan batal . 8 suara

Dari perhitungan suara dalam pemilihan Kepala desa, menunjukkan:

1. David Lutam mendapat suara - 3% Swuara
2. W.L. Winerungan mendapat suara - 106 Suara
3. A.J. Saroinsong mendapat suara : B8 Suara
‘4 Ny M Mawitjere-Pangkey mendapat suara - 34 Suara
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5. A.Q. Lombok mendapat suara . 97 Suara
6. E.J. Assa mendapat suara 195 Suara
7. Paul Lombok mendapat suara . 658 Suara

Dari hasil perofehan suara tersebut menunjukkan adanya variasi perolehan
suara tetapi nampak adanya dominasi dari salah seorang calon yaitu PL
yang memperoleh suara 658, sementara calon yang lain memperoleh 106
suara (WL), bahkan ada yang hanya memperoleh 31 suara (DL), sehingga
yang memenangkan pemilihan adalah Paul Lombok, yang akhimya

' diusulkan dan ditetapkan sebagai Kepala Desa defenitif.
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AB Vi
ANALISIS PROSES PEMILIHAN

DAN HEGEMONI NEGARA

Pada bab ini akan dibahas mengenai temuan-temuan dari lapangan
tentang proses pemilihan kepala desa di Kabupaten Minahasa, khususnya
di desa Kumelembuai kecamatan Motoling. Temuan-temuan ini akan
dianalisis untuk melfihat bagaimana proses hegemaoni negara berlangsung
dalam pemilihan kepala desa dan mengapa hegemoni negara terjadi

dalam proses pemilihan kepala desa.

Proses Hegemoni Negara dalam Pemilihan Kepala Desa

Proses pemilthan kepala desa (pilkades) sebagai suatu peristiwa
politik lokai, senantiasa merupakan sebuah isu yang mendapat perhatian
hampir semua warga masyarakat desa, terutama di daerah di mana
kompetisi diperkirakan akan berlangsung cukup ketat Hangatnya isu
dapat dilihat dari pembicaraan-pembicaraan mereka, baik formal maupun
nonformal, yang biasanya mulai muncul beberapa bulan sebelumnya.
Hampir dalam setiap kesempatan, mereka dengan cukup antusias
membicarakan siapa yang akan menjadi calon yang sesuai dan dapat
memperhatikan masyarakat, serta dapat memperhatikan kelanjutan
pembanggunan desa. Pembicaraan tentang ‘siapa’ inilah yang senantiasa

mewarnai setiap pembicaraan mengenal pemilihan kepala desa. Dengan
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kata lain ‘sosok figur’ calon pemimpin sebagaimana yang menjadi harapan
warga desa.

Proses pemilihan merupakan aktualisasi nyata praktek kehidupan
bernegara dan pemerintahan yang demokratis, karena pemilihan kepala
desa merupakan represen’tasé utama bagi rakyat untuk mewujudkan
kedaulatannya atas negara dan pemerintah. Kedaulatan tersebut
diwujudkan dalam proses pelibatan rakyat untuk menentukan pemimpin
yang aspiratif.
| Melalui pemilihan kepala desa., berarti rakyat dilibatkan dalam
menetukan sosok kepala desanya. Dengan demikian pemilihan kepala
desa tidak lagi sebagai penyangga kehidupan demokratis dan instrumen
pembenar bagi suatu pemerintahan demokrasi, melainkan telah menjadi
ritus politik yang berlaku secara universal.

Proses pemilihan kepalia desa yang demokratis hanya mungkin
dilakukan sejauh kompetisi antar cafon atau kandidat terekspresikan
secara bebas, jujur dan adil sehingga menghasil representase politik dari
warga pemilihnya. Akan tetapi jtka proses pemilihan kepala desa
kehitangan kompetitifnya, maka pemilihan hanya sekedar ritual poltik yang
. semu. Pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa Kumelembuai, dari
 hasil temuan menunjukkan bahwa proses pemilihan berlangsung kurang
demokratis, karena peran aparat negara dan panitia pelaksana pemilihan

kepala desa sangal dominan. Besarnya peran negara dan pemerintah
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tersebut dapat dilihat dalam setiap téhapan proses pemilihan yang secara
rinci sebagai berikut.
1. Pernbentukan Panitia

Berkaitan dengan pemilihan kepala desa di desa Kumelembuai
| Kecamatan Motoling Daerah Tingkat I} Kabupaten Minahasa, maka Bupati
Kepala Daerah Tingkat Il membentuk panitia, sesuai dengan Peraturan
Menteri Dalam negeri Nomor 6 Tahun 1981, disebutkan Panitia Pemilihan
Kepaia Desa, terdiri dari Panitia Pencalonan dan Pelaksana Pemilihan
yang keanggotaannya terdiri dari atas para anggota LMD dengan
jumiahnya, Paniria Pengawas, Panitia Peneliti dan penguji.

Dengan ditetapkan susunan panitia tersebut, barulah panitia
pencalonan dan pelaksana pemilihan kepala desa mempersiapkan
agenda-agenda yang berkaitan dengan pelaksanaan proses pemilihan
kepala desa.

Memperhatikan susunan kepanitiaan yang terbentuk hanyalah
sebagai memenuhi ketentuan yang berlaku dan bahkan menunjukkan
posisi seseorang dalam susunan kepanitiyaan sebagai hal "strategi” atau
menentukan serta "wibawah” terhadap pandanga.n masyarakat luas, dan
tidak kurang menentukan serta menunjukkan loyalitas kerja terhadap
pimpinan atasan (Negara).

Dari susunan panitia pelaksana pemilihan kepala desa di desa
Kumelembuai, memberi isyarat bahwa mencalonkan diri sebagai calon

kepala desa haruslah dengan jiwa besar, sebab panitia peiaksana
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pemilihan hanyalah ditunjuk bukan dengan proses demokrasi. Hal ini
menunjukkan dari tanggapan sebagian warga desa yang menilai dengan
ditetapkan strutur kepanitiaan tersebut mempunyai arti, bekerja dengan
tujuan menentukan/berperan terhadap seseorang calon tertentu yang
menjadi tujuan penitia pelaksana pemilihan tersebut.

Dengan kata lain ditentukan kepanitiaan lewat penunjukkan ketua
panitia yang latar belakang pekerjaannya sebagai PNS, mengisyaratkan
mempunyai peluang berperan sebagai perantara dari negara untuk
mengarahkan dan menbantu tujuan yang diinginkan. Sebab era proses
pelaksanaan pemilihan kepala desa, ini menunjukkan era Orde Baru, hal
ini membuktikan rekayasa kerja, dengan logo demi kepentingan umum
serta melaksanakan kerja atas petunjuk atasan {negara).

2. Rekruitmen Politik Calon Kepala Desa

Dalam kehidupan demokre;si, pada prinsipnya memberikan
kesempatan seiuas-luasnya bagi setiap warga desa untuk berhak memilih
dan mencalonkan diri untuk menduduki jabatan kepala desa. Setiap warga
desa yang mamiliki kemampuan dan memenuhi persyaratan mempunyai
gkesempatan yang sama untuk mengisi jJabatan sebagai kepala desa, akan
tetapi kesempatan yang sama bukanlah sesuatu yang dapat terwujud,
dalam hal ini sitem rekruitmen politk menjadi penentu bagi seseorang
calon untuk dipilin dan hal ini hanya dapat diterimah oieh satu fihak, sebab
kenyataan kuatnya intervensi pejabat pemerintah menentukan lulus

tidaknya seseorang sebagai calon kepala desa.
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Keterlibatan pemerintah dalam menentukan kepemimpinan desa,
dimaksudkan untuk mendapatkan kader-kader poiitis yang trampil,
berdedikasi dan loyal terhadap segala kebijakan pemerintah. Melalui
proses seleksi bakal calon kepala desa, merupakan tempat strategi
tejadinya menipulasi politik, atau rekayasa politik dalam menentukan siapa
yang pantas sebagai pemimpin desa. Kenyataan tersebut didukung oleh
pendapat Arief Budiman’®, yang menyatakan Negara mempunyai
kekuasaan mandiri yang sepihak mengambil inisiatif untuk menentukan
calon kepala desa. Pendapat tersebut di atas juge dikuatkan oleh
Maswadi.”® yang menyatakan negara mempunyai kepentingan dan aspirasi
yang berbeda dari masyafakat. Sementara #tu  Mohtar Mas’oed
membenarkan bahwa setiap calon selzalu berusaha untuk melakukan
berbagai cara untuk mendapatkan “restu” dar pejabat pemerintah. Dengan
demikian menunjukkan bahwa keberhasilan seseorang calon menjadi
kepala desa lebih ditentukan oleh kekuasaan dan kewenangan di luar
desa dari pada pemilih di desa.’®

Situasi semacam ini, mendorong tumbuh suburnya budaya restu
dalam proses seleksi bakal caion kepala desa, sebab restu secara umum
merupakan simbol untuk mendapatkan dukungan dari .pihak pemerintah
dalam mencalonkan diri sebagai kepala desa. Muncuinya budaya restu,

merupakan fenomena politik yang terjadi diantara: patron dan client yang

™ Arief Budiman, Negora dan Pembangunan ., h, 19-20,
" Marwadi Ravf, Pendekatan Negarar .., h.77.
™ Mas'oed, Politik Hirokrasi ., h. 128
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secara individu-individu melakukan intereakst secara fimbal balik dengan
mempertahankan semberdaya yang dimiliki oleh masing-masing pihak.
Pihak pertama memiliki sumber-sumberdaya berupa kekuasaan,
" kedudukan atau jabatan. Sementara, client memiliki semberdaya berupa
tenaga, dukungan, dan loyalitas. Pola hubungan tersebut akan tetap
terpelihara selagi masing-masing pihak tetap memiliki sumber da){a
tersebut.

Interaksi patron dan client ini dapat terjadi dalam situasi yang luas,
baik dalam iingkungan birokrasi maupun dalam kalangan masyarakat Hal
ini terjadi di mana hasil temuan menunjukkan calon tertentu mempunyal
kedekalan terhadap aparat pemerintah provinsi, aparat kabupaten.
Kemudian kepala bagian memfungsikan diri sebagai brooker atau
midlemen terhadap sejumlah aparat di kecamatan maupun di desa.

3. Panitia Pemifihan yang Kurang Independent

Netralisasi panitia menggambarkan kesuksesan proses demokrasi,
dan sekaligus ketidaknetralan p.anitia proses pemilihan menunjukkan tidak
terlaksana proses demokrasi yang mengakibatkan makna pelaksanaan
demokrasi dalam hal ini proses pemilihan hanya merujuk pada
keperpihakan obyek tertentu.

Tantangan terhadap keadilan dalam proses pemilihan muncul dari
segala macam malprakltis oleh calon/kandidat dan para pendukung
masing-masing kandidat, iermasuk intimidasi, pencoblosan ganda,

penyuapan dan sebagainya Uniuk menghantisipasi hal semacam ini
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diharapkan pembentukan panitia yang memiliki kemandirian uniuk
menyelenggarakan pemilihan secara jujur dan adil. Dalam hal ini,
kepanitiaan pelaksana proses pemilihan kepala desa dibutuhkan orang-
orang yang sungguh-sungguh fidak memihak kepada salah satu calon
kepala desa.

Pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa Kumelembuai
menunjukkan adanya keberpihakan penitia dalam pelaksanaan pemilihan
terhadap salah satu calon kepala desa, hal ini terbukti adanya warga desa
yang tidak melaksanakan hak pilihnya, dengan tidak terdaftar sebagai
pemilih, keterlibatan panitia dengan cara-cara yang mempengaruhi pemilih
untuk  memilih caloﬁ tertentu dan bahkan intervensi yang dilakukan
pemerintah untuk menggiring para pegawai negeri yang dijadikan alat bagi
negara untuk turut berperan dan terlibat langsung memili calon tertentu,
dan hal ini dilakukan dengan cara pribadi pemilih. Selain itu hegemoni
negara juga ditunjukkan semakin kuatnya peran aparat negara untuk
memprogandakan program calon tertentu dengan cara menunjukkan
kepada masyarakat jika terpilih calon tersebut maka jalan yang secarz
manipulasi dilakukan pengukuran untuk diadakan pengaspalan. Dengan
sendirinya hegemoni negara terjadi dengan menggiring warga desa turut
berperan dengan cara yang ditentukan, sebagaimana dikemukakan
Gramsci,”’ hegemoni lebih merupakan suatu kemenangan yang diperoleh

melalui mekanisme konsensus dari pada penindasan dari kelas sosial

" Jteru Hendarto, “Mengenal Konsep Hegemoni ... h 74-75,
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lainnya, dengan sendirinya warga desa melakukan mengikuti kehendak
strutur atas dapat terwujud.

Argumentasi yang méndukung usaha mewajibkan pemberian suara
mengandung arti bahwa memiliki suatu pemerintahan dan memiliki wakil-
wakil rakyat merupakan tugas/kewajiban sekaligus hak warga negara.
Namun dalam sistem demokrasi tebih memandang pemberian suara
sebagai suatu kesukarelaan, bukan pemaksaan kehendak, hak seseorang
adaiah tindakan yang sebenarnya berlaku dalam sistem demokrasi.

3. Pemungutan dan Perhitungan Suara yang Berjalan Kurang Baik

Proses pemungutan suara merupakan salah satu titik kritis
persoalan yang dihadapi dalam proses pemilihan. Proses pemungutan
suara harus benar-benar dapat dijamin kerahasiaannya, dilakukan dimuka
umu dan tanpa perantaraan, agar para pemilih bertanggung jawab pada
sasaran warga negara atau suara mereka berikan dan kebenarannya
sehingga mereka terdorong untuk lebih memikirkan kepentingan-
kepentingan publik yang lebih luas dari pada kepentingan pribadinya yang
~'sempit.

Pelaksanakan pemungutan suara dalam pemilihan kepala desa, di
desa Kumelembuai berjalan sesuai jadual yang ditetapkan panitia. Akan
tetapi proses pemungutan suara berjalan dengan suasana yang kurang
demokrasi dan bersahabat, sebab peran eksternal turut menetukan warga

desa dalam penceblosan suara.
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Keterlibatan aparat pemerintah pada saat seseorang dalam
penceblosan suara, menandakan bahwa sesuatu arah untuk turut
. menentukan salah satu calon agar dapat terpilih, dengan demikian ia
dapat mengalahkan calon-calon lain. Skenaric yang terjadi dimana panitia
pelaksana yang seharusnya menentukan jalannya proses penceblosan,
hal ini pada pos pemberian kartu penggilan yang sedianya dijaga oleh
kepala dusun, kepala urusan dan panifia pemilihan lainnya, diambil oleh
pegawai-pegawai kecarnatan. Orang-orang yang sedianya ditugaskan di
tempatl itu hanya menyaksikan dar kursi undangan, padahal pegawai
kecamatan ini tidak paham satu persaty warga desa Kumelembuat,
sehingga tidak mengetahui apakah kartu panggilan itu dipegang oleh
orang yang berhak atau bukan, juga posisi sebagai penjaga TPS
dimanfaatkan pegawai kecamatan untuk menggolkan caionnya.

Bagi pemilih yang sudah berumur lanjut dituntun masuk oleh
aparat-aparat Kecamatan tersebut Ketika sudah berada di dalam bilik,
pemilih yang lanjut usia tersubut ditanyal mau memilin tanda gambar apa,
namun langsung disarankan pemilih oleh aparat tersebut menunjuk tanda
gambar padi, hal ini sebagaimana dikatakan pemilih sebagai data temuan.

Upaya yang dilakukan panitia dan aparat kecamatan turut berperan
langsung untuk memenagkan calon PL, hal ini menunjukkan aparat negara
memainkan peran penting dalam membangun kesepakatan untuk

mewujudkan keinginan negara,’® sehingga warga desa senantiasa

® Roger Simon, Gagasan-Gagasar Politik Gramsei, (Yogyakarta' Pustaka Pelajar,
10993, h 104
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menerima kesepakatan tersebul, karena kekuasaan negara senantiasa
menentukan kehidupan desa. Dengan sendirinya terwujudnya proses
pemilihan kepala desa, diantara keinginan untuk memenangkan kelompok
tertentu terwujut sebagai pelaksana dan penjamin proses politik.
Pelaksanaan penghitungan suara yang dimenangkan oleh PL,
aengan sendirinya mengalahkan calon-calon lain. Dalam hal ini proses
hegemoni dalam proses pemilihan tercapai melalui persetujuan aktif dari
kelompok-kelompok utama dalam masyarakat, yaitu persetujuan yang

didasarkan pada adanya pandangan bahwa posisi dominan yang syah.”

Peranan Negara Dalam Proses Pemilihan Kepala Desa

Penelitian ini mengacu pada Undang-Undang No. 5 tahun 1979
tentang Pemeritahan Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6
Tahun 1981 tentang Tatat Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan,
Pemberhentian Sementara dan Pemberhentiar Kepala Desa

Pada dasarnya Undang Undang No 5 tahun 1979 hanya mengatur
desa dari segi pemerintahannya dan tetap mangakui kesatuan masyarakat
hukum adat, dan kebiasaan-kebiasaan yang masih hidup sesuai dengan
cita-cita politik bernegara sepanjang menunjang kelangsungan
pembangunan dan ketahanan hidup bangsa. Padahal dalam konsep
kesatuan hidup manusia, segi pemerintahan termasuk para pemimpin bisa

dikatakan memegang peranan amat menentukan. Oleh karena itu,

9 - .
7 Heru Hendarto, AMengenul Konsep Hegemoni . h. 81
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memang ironis dan ini mengakibatkan kenyataan yang hidup di
masyarakat bahwa dalam lingkup de_sa. akhirnya hanya hai-hal atau
kegiatan vyang sifatnya seremonial pelaksanaan pemilihan dan yang
berkaitan dengan adat istiadat inilah yang boleh dilakukan oleh kesatuan
hidup tingkat desa.

Proses pemilihan dan pengangkatannya tidak sesuai dengan
kebiasaan dan tata cara adat yang dikenal oleh masyarakatnya. Perasaan
asing yang timbul itu pada gilirannya akan dapat membuat warga
masyarakat desa bersifat apatis atau sebaliknya manjadi reaktif. Apatis
dalam arti enggan untuk berkomunikasi, bekerjasama dan menerima
keputusan desa dan kepala desa, sedangkan reaktif berartt warga
masyarakat justru akan bersifat menentang sehingga pada gilirannya
+ kehidupan warga masyarakat tu sendiri yang akan tertanggung.

Selama Orde Baru, muncul sebuah fenomena politik tingkat desa
yang mencerminkan bagian dari desain besar politik korporatisme negara.
Desain besar tersebut berawal' dari strategi politik negara untuk masuk
sampai pada tingkat unmit palitk terendah yakni desa. Mekanisme
korporatisme negara ini djalankan dengan menempﬁh serangkaian
prosedur-prosedur politik formal dan informal untuk menjamin kesetiaan
elit lokal pada negara. Dengan kata lain posisi kepala desa sebagai ujung
tombak politik pemerintahan paling bawah tidak lain merupakan
represemtast kepentingan-kepentingan negara pada masyarakat desa.

mulai dari kesuksesan program-program pembangunan  sampai
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kemenang'an goikar dalam pemilu selama 32 tahun. Dengan demikian,
setiap bakal calon kepala desa harus menempuh mekanisme politik yang
ditetapkan secara baku dari atas.

Prosedur formal yang paling nanpak adalah mekanisme ujian
(tertulis maupun wawancara), discreening atau Litsus. Pengajuan calon
Kepala Desa, terbuka untuk umum, namun harus memenuhi persyaratan
dan harus disetujui pula oleh tim pencalonan. Dan yang paling
menentukan lulus tidaknya bakal calon menjadi calon jadi adalah pejabat
atasan yakni Bupati. Keberadaan campurtangan pemerintah atasan lewat
lembaga litsus merupakan alat paling ampuh untuk menentukan orientasi
dan kesetiaan elit politik lokal terutama Kepala Desa. Litsus di sini berada
dalam kategori yang diperluas, yang berarti tidak hanya mempunyai
kategori bersih diri dan bersih lingkungan, tapi juga standar-standar politik
bqku yang menyangkut tentang pandangan maupun Ideologi politik
seseorang. Bahkan dibeberapa daerah litsus berarti keharusan untuk
bebas Parpol.

Sedangkan mekanisme informal dijalankan dengan budaya restu.
Atau dengan kata lain posisi pemerintah atasan untuk menentukan siapa

" yang memimpin pemerintahan bawahan sangat besar. Restu dipandang
sebagai s.esuatu yang mutiak ada sebagian manifestasi kehendak atau
skenario dari pemerintah atasan. Dalam pemilihan Kepala desa. konsep

. restu ini dibahasakan dengan istilah calon jadi. Calon jad.i adalah calon

Kepala Desa yang sudah mendapat restu dari pemerintah atasan. Oleh
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karena itu, Proses pemilihan Kepala Desa sering dipandang sebagal
formalitas saja karena calon jadi sudah ditetapkan, sebagaimana yang
dikemukakan oleh panitia pemitihan dalam bahasan tedahulu.

Ketika mekanisme Korporatisme ini difetapkan maka akibatnya
yang paling kuat dirasakan adalah besarnya campurtangan pemerintah
atasan, baik dan tingkat Kecamatan sampai Kabupaten. Setiap calon
Kepala Desa harus pandai-pandai untuk mendapatkan “restu” dari semua
tingkatan dalam birokrasi. Karena bagaimanapun setiap bakal calon harus
lulus dalam seleksi yang diadakan oleh pemerintah atasan, dengan
demikian kemungkinan ada calon yang disenangi masyarakat, punya
kemampuan, dan dianggap masyarakat sangat cocok dalam pencaionan
Kepala Desa bisa gugur, sangat besar.

Dalam pemilihan Kepala Desa di desa Kumelembuai, sebagaimana
yang diuraikan sebelumnya bahwa muncul tarik menarik salah satu calon
dengan masyarakat dan pemenntah atasan (kecamatan dan kabupaten)
unfuk calon tersebut lulus dalam seleksi pencalonan menjadi calon kepala
Desa.

Upaya yang diperankan oleh pemerintah, terpilih calon jad
sebagaimana yang diinginkan oleh pemerintah, mempunyai makna
tersendiri bagi calon yang kalah dalam proses pemilihan, seperti yang
;dikatakan AL, salah satu calon yang tidak terpilih mengatakan;

sebenarnya dia (yang terpilih) tidak pantas menjadi kepala desa.

karena dia tidak menjalankan sepenuhnya proses pembangunan

desa, menggunakan seenaknya hasil panen kelapa (perkebunan
kelapa milik desa) untuk dipakai keperluan pribadi. Dan ia {calon
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tidak terpith) mengatakan bahwa mengapa masyarakat masih
memilih dia untuk kembali menjadi kepala desa. Tapi ia menyadari
bahwa, campur tangan pemerintah dan juga membantu proses
terpiihnya dan bahkan peran panitia teknis membantu
bersangkutan untuk terpilih menjadi kepala desa yang kedua
kalinya. Hal yang nanpak protes yang dilakukan oleh kader calon
lain memprotes cara-cara yang dilakukan pegawat dan panitia
kecamatan dalam proses pemungutan suara, dimana ads calon-
calon pemilih yang dituntun oleh pegawai kecamatan ketempat
ruang penceblosan,

Juga sebagai tugas-tugas panitia di desa dalam hal hasil-hasil
rapat, sehubungan dengan persiapan-persiapan dalam proses pemilihan
kepala desa, seperti disampaikan oleh ketua panitia teknis bahwa selesa!
pemilihan maka semua konsep, hasil-hasil rapat (dokumentasi)
dimusnahkan. Hal ini disarankan oleh ketua panitia (camat). jadi hal itu
dianggap selesai dan tidak ada fungsinya fagi, sebab sudah terpilih Kepala
Desa.

Dari ureian di atas, menggambarkan bahwa proses pemilihan
Kepala Desa sangat ditentukan oleh campur tangan pemerintah dan
bahkan intervensi yang dilakukan demi kepentingan-kepentingan supra
desa, khususnya dari lembaga-lembaga birokrasi pemerintah sebagai
personifikasi negara. Dengan sendirinya masyarakat desa senantiasa
menerimah apa yang sudah terjadi, dan bahkan masyarakat menyesali
bahwa sebagai masyarakat desa, seharusnya diberikan hak untuk

menentukan/kebebasan memili dengan cara yang demokrasi, dengan tidak

mengabaikan peran budaya dan adat masyarakat desa yang beriaku.
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BAB VI

KESIMPULAN DAN IMPLIKASINYA

Berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan, diperoleh
kesimpuian sebagai jawaban atas permasalahan penelitian yang telah
dilaksanakan. Selain itu, juga akan dijelaskan tentang implikasi teoritik
yang dapat ditarik dari hasil penelitian tentang Hegemoni Negara dalam

proses pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Minahasa.

Kesimpulan

Dari pembahasan tentang proses Hegemoni Negara dalam
pemilihan Kepala Desa di Kumelembuat Kecamafan Motoling Kabupalen
Minahasa Provinsi Suilawesi Utara, dapat disimpulkan bahwa proses
pemilihan Kepaia desa dapat dilaksanakan sesuai dengan jaduai yang
ditentukan panitia pemilihan.

Proses pemilthan Kepala Desa sudah dikenal dan dilaksanakan
oleh masyarakat desa, sebeiﬁm adanya Undang-Undang No 5 tahun 1879
tentang Pemerintahan Desa. Proses pemilihan di Minahasa lebih dititik
beratkan pada yang semangat demokrasi, karena berlaku ketentuan-
ketentuan normatif berdasarkan adat istiadat. Status adat menjadi penentu
dipilibnya atau tidaknya seseorang untuk menduduki jabalan sebagai
Kepala Desa Sekarang, ketentuan-ketentuan formal menjadi ukuran

duduk atau tidaknya seseorang menjadi Kepala Desa, yakni harus memiliki
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kualifikasi dan prosedurai tertentu, terutama ketentuan yang bersifat
administrasitif, dan melalui proses seleksi serta pertimbangan-
pertimbamgan poiis. |

Proses pencalonan Kepala Desa yang melibatkan peran-peran
kekuasaan diatas desa, seperti terlihat dari susunan panitia pengawas,
peneliti dan penguji, memperlihatkan kecenderungan besarnya campur
tangan negara dalam proses tersebut. Derajat pengendalian ini
semakinnyata jika dikaitkan dengan berlakunya persyaratan tidak terfulis
tentang dukungan dan loyalitas calon terhadap peran politik bagi calon
tersebut.

Interaksi antara calon .Kepala Desa dengan tokoh-tockoh adat
setempat dan pihak -pihak pemerintahan atasan desa, menjadi penentu
diterimah atau tidaknya seseorang” untuk tampil sebagai calon kepala
desa. Dengan kata lain legitimasi internal {pengakuan dari tokoh-tokoh
adat setempat), dan legitimasi eksternal (dart pihak kecamatan dan
kabupaten) merupakan kunci diterimah atau tidaknya seseorang unfuk
" menjadi calon Kepala Desa.

Dengan berpedoman pada Undang-Undang No 5 tahun 1979, peran
Orde Baru justru mengasumsikan bahwa berlakunya Undang-Undang
tersebut dengan maksud diadakan keseragaman dalam hal proses
pemelihan Kepala Desa, namun kenyataan terlepas dari pengaruh adat
masyarakat desa, disisi lain tanpak bahwa negara melalui aparaiurnya

oleh Gramsci disebut sebagai kekuasaan hegemoni. Negara orde baru
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mampu mempengaruhi dan mengendalikan masyarakat untuk mengikuti
ide negara tersebut.

Proses hegemoni negara berlangsung dalam pemilihan kepala
desa, ini terjadi pada tahapan-tahapan proses pemilihan. Terpilihnya PL,
bukan dilaksanakan secara demokrasi oleh warga desa, melainkan peran
aparan kecamatan serta panitia yang memberikan peluang untuk turut
terpilihnya calon tersebut. Adapun PL ini bukan dikehendaki oleh warga
desa akan terpilih menjadi kepala desa, namun kehenda;k pemerintat.

Perbedaan yang terjadi' disaat calon tersebut diusulkan oleh penitia
dimana muncul tarik menarik antara warga desa dan kecamatan dan
provenst bahkan ada perintah terselubung kepada panitia pelaksana,
sebagaimana pernyataan ketua panitia pelaksana pemilihan untuk
berperan agar PL terpilih, dan bahkan aparat negara lewat pegawai negeri
turut melakukan terwujuinya keinginan negara. Untuk mewujudkan
keinginan negara, ini terlihat dari hasil temuan pada saat penceblosan
suara peran apatar pemerintah kecamatan mengambail alih tugas panitia.
Bentuk inilah yang dilakukan negara untuk menggiring seseorang agar
supaya terwujutnyan kehendak negara.

Cara yang dilakukan aparat negéra dalam proses pemilihan Kepala
Desa lebih bersifat persuasif atau tanpa mengunakan paksaan (coersion).
Ha!l ini dilakukan sebagai usaha untuk mengubah kesadaran berpolitik
warga masyarakat atau melalui cara consensio yang merupakan ciri

hegemoni dimana warga masyarakat di'paksa’ secara pasif ide dominasi.
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Uraian diatas, memberikan gambaran bahwa proses hegemoni
negara dalam pemilihan kepala desa banyak diitervensi oleh kepentingan-
kepantingan supra desa, khususnya dari fenbaga-lembaga birokrasi
bemerintah sebagai personifikasi negara, Tapi pada pihak yang lain
terdapat ketentuan-ketentuan yang bersifat normatif ikut berperan dalam
proses pemilinan kepala desa.

Ketergantungan akan sumber legitimasi dari kekuasaan pemerintah
diatas desa, mendorong kepala desa terpilih mengarahkan loyalitasnya
kepada lembaga-lambaga pem-erintah tingkat atasannya. Untuk itu organ-
organ pemerintahannya harus memberikan jaminan pelaksanaan
pekerjaan yang"sejalan” dengan kehendak pusat.

Kedudukan kepala desa sebagal organ pemerintah terendah
langsung dibawah Kecamatan, serta orientasi tugasnya ke “atas’,
menghilangkan hubungan emosionai dan kultur kepala desa dengan
masyarakat. Hubungan antara kepala desa dengan masyarakat terbatas
pada proses rekrutmennya saja. Arena politk desa menunjukan
kecendrungan terjadinya pergeseran sumber daya politik, semula dan
massa pemili (warga desa), berubah menjadi iembaga pemerintah sebagai
sumber kekuasaan.

Implikasi dari proses pemifihan Kepala Desa di Desa Kumelembuai,
meminimalkan semangat demokrasi, serta loyalitas masyarakat tanpaknya
lebih dilihat sebagai upaya mobllisasi dibanding partisipasi. Hal ini

menyiratkan besar peran negara terhadap masyarakat lokal (desa)
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Partisipasi demokratis dilingkungan masyarakat desa, seyogianya tidak
hanya dicapai dengan mengumpulkan rakyat daiam per;emuan-pertemuan
besar dalam hal ini pemilihan Kepala desa, tetapi juga periu diperhatikan
diberikan kepada masyarzkat ruang "otonomi relatif’ kepada masyarakat
lokal, sebagai ruang untuk mengadakan kehendak dan aspirasinya yang
dapat saja berbeda dengan pemerintah atau lembaga birokrasi di atasnya,
untuk kemudian diproses dan dizkomodasi dengan memper hatikan
kepentingan masing-masing pihak. dengan demikian terdapat keselarasan
keinginan antara kepentingan yang bersifal makro dengan kepentingan

yang bersifat mikro.

Implikasi Teoritik

Secara teori penelitian ini meni-mbulkan tesis Hegemoni Negara
dapat menyangkut masalah kebijakan negara yang bersifat teknis, dalam
arti bahwa negara memiliki kemandirian yang besar kekuasaannya.
Negara disini memperlihatkan peranannya yang tidak mencerminkan
pengambilan keputusan serta kebijakan yang tidak demokrasi. Jadi negara
melakukan hegemoni kedaiam-urusan masyarakat atas dasar kemauan
dan kepentingan, separti yang terjadi dalam hasil penelitian proses
pemilihan 'kepala desa di Desa Kumelembuai. Penentuan proses
pencalonan dan calon kepala desa sudah jelas dasar sumber
pelaksanaan. Namun demikian, hegemoni juga selalu menyisahkan

[Jesistensi di masyarakat. Alau dengan kata lain sekuat apapun kehendak
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hegemoni negara terhadap warga. masyarakat tidak akan selalu
meifahirkan persamaan aptara negara dan masyarakat.

Implikasi teoritik peneiitian ini adaiah disamping melangkapi
penelitian-penelitian  terdahulu  tentang  pemilhan  kepala  desa
sebagaimana penelitian Nurtjahjc:,80 studi kasus pemilihan kepala desa
dengan fokus kajian dari persiapan pemilihan, pengumuman pengumuman
calon kepala desa, suasana kampanye dan saat pemugutan suara. Dari
hasil pemilihan kepala desa, dilaksanakan secara demokrasi dimana
terpilihnya calon kepala desa ditentukan warga desa itu sendi lewat proses
pemilihan. Penelitian Arie Pangaila,’’ tentang pemilihan kepala desa suatu
studi kasus, dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa reaksi

_ ' peningkatan peran warga desa dalam mewujutka proses demokrasi serta
meningkatnya partisipasi serta kesadaran politik masyarakat dalam
menentukan kepala desa. Penelitan Sumarsono,dkk.®?  tentang
kepemimpinan kepala desa,l bahwa calon-calon berusaha mencari
dukungan dari warga desa. Hal ini terwujud karena warga desa mengigini
calon kepala desa adalah peran wanita, sehingga upaya yang dilakukan
calon wanita mendapatkan dukungan dari warga desa menjadi kepala

desa. Terpilibnya pemimpin wanita (kades) karena tuntutan masyarakat

i Nurtizhya, Pesta Demedirasi dv Pedesaan @ Stwdi Kasus Pemifiben Kepala Desa di

Jewa Tenga
8 Arie Pangaila. Pemilihan Kepale Desa : Studi Kasus di Desa Langowan Kabupaten

Minahasa
* Sumarsono, dkk. Kepemimpinan Kepala Desa Wanita Dalam Pembangnnan Desa
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dan wanita mempunyai kelebihan berupa kesabaran hal lain bahwa
kepemimpinan wanita mengutamakan demckrasi.

! Ketiga mencoba malihat hubungan antara warga masyarakat dan
pemerintah sabagai usaha perwujudan proses demokrasi. Namun
demikian penelitian ini menutup kekurangan penelitian-penelitian terdahulu
dengan menawarkan perspektif baru yaitu hegemoni negara dalam proses
pemilihan kepala desa sebagai suatu proses politik lokal masyarakat desa
yang tidak disinggung ketiga peneliti tersebut.

Bagl kepentingan praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat
memberikan sumbangan kapada pemerintah atau para pengambil
keputusan dalam hal politik lokal, diantaranya kebijakan tentang keputusan
politik serta peran aktif masyarakat desa 1kut mengsukseskan
pembangunan. Pengambian keputusan harus memperimbangkan
pemahaman masyarakat sebelum menentukan sebuah keputusan-
keputusan polittk pemerintah, dan bahkan periu memperimbangkan
kebutuhan dan keinginan masyarakat sebagal mitra dalam proses
perwujudan demokrasi dengan tidak mengabaikan peran-paran adat yang
selama ini masih dipertahankan masyarakat desa.

Dalam penelitian ini .telah dijelaskan rangkaian proses pemilihan
kepala desa, dan cara-cara keterlibatan yang dilakukan pemerintah dalam
hal lulus tidaknya seseorang calon dan serta sukses proses pemiiban
kepala desa, dan bahkan karena adanya suatu dominasi negara dan

kelompok lain menekankan adanya dominasi kelas tertentu terhadap kelas '
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lain lewat kekuasaan yang dipunyai serta lewat pemeliharaan kesetiaan. Di
samping itu pengkategorian pemenuhan adat dalam proses ini sebagai
subyek yang tidak diibatkan dalam penelitian ini, atau dengan kata lain
pemenuhan adat istiadat sebyek dalam penelitian dan tidak dijelasakan
lebth mendalam dalam penehltian ini. Untuk itu bag penehti lain yang
hendak mengkaji masalah sejenis kiranya dapat lebih mengfokuskan pada
kajian kelembagaan secara mendalam dan menjadikan peran adat sebagai
penentu keberhasilan proses pemilhan dan bukan sumber-sumoer

kekuasaan yang digunakan dalam upaya memenangkan pemilihan kepala

desa.
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